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Abstrak

Validasi adalah suatu tindakan yang membuktikan bahwa
suatu proses/metode dapat memberikan hasil yang konsisten
sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dan
terdokumentasi dengan baik. Validasi batas bertujuan untuk
membuat sesuatu yang resmi diterima atau disetujui terutama
setelah memeriksanya. Terdapat berbagai macam metode dalam
melakukan validasi batas. Salah satunya menggunakan metode
kartometrik.

Metode kartometrik merupakan metode penelusuran garis
batas wilayah dengan menentukan posisi titik-titik koordinat dan
mengidentifikasi cakupan wilayah pada peta kerja atau pada citra
yang telah terkoreksi. Validasi batas desa menggunakan metode
kartometrik ini ditampilkan dengan software ArcMap sebagai alat
bantu yang mempermudah dalam proses validasi batas. Terdapat
2843 titik kartometrik yang tersebar di Kecamatan Lumajang.
Dengan penomeran sesuai dengan format yang ditentukan.

Dari kegiatan penelitian ini ditemukannya 101 panjang
segmen batas yang berbeda pada peta digital yang diambil dari
peta RBI dengan segmen batas yang didapat dari hasil validasi
sepanjang batas. Terdapat dua jenis unsur segmen batas, yaitu
segmen batas alam berupa sungai, danau, dan pohon sepanjang



50.060,831 meter dan segmen batas buatan berupa jalan, irigasi,
sawah, rumah, dan khayal sepanjang 35.765,774 meter. Status
batas desa di Kecamatan Lumajang setelah dilakukan validasi
dibagi menjadi tiga jenis yaitu batas valid sepanjang
87.977,259meter, batas sengketa sepanjang 66,418 meter, dan
batas belum diketahui sepanjang 3.405,066 meter. Titik
kartometrik merupakan cara yang efektif untuk mewakili garis
batas administrasi desa. Hasil dari validasi batas desa ini
disajikan dalam peta batas administrasi desa di Kecamatan
Lumajang.

Kata Kunci---Batas, Desa, Kartometrik, Peta, Validasi
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Abstract

Validation is an action which proves that a
process/method can give some consistent results according to the
spesifications who have been set and well-documented. Boundary
Validation aims to create something officially accepted or
approved especially after checked. There are various kinds of
method in validating boundaries. One of them is using
Cartometry method.

Cartometry method is about to delineation the boundaries
area with positioning coordinate point and identification scope
on map or corrected image. Village’s Boundary Validation using
Cartometry Method was displayed with ArcMap as the tools to
process Validation. There are 2.843 cartometry point spread in
Lumajang Sub-district. The identity of cartometry point according
to the specified format.

From the research activities found 101 different segments
in digital map taken from RBI map with the segments obtained
from validation along the border. There are two types of the
segment elements, the nature segment of the river, the lake, and
the trees along 50.060,831 meters and the artificial segments of
the road, the the irrigation, the rice fields, the houses, and the
imaginary border along 35.765,774 meters. The status of the
village in Lumajang Sub-district after performed the validation

vii



divided into three types, namely the valid border along
87.977,259 meters, the dispute border along 66,418 meters, and
the unknown border along 3.405,066 meters. Cartometry point
was an effective way to represent the village’s administrative
borders. Validation results are presented in administrative
village’s boundary maps in Lumajang Sub-district.

Keywords---Boundary, Village, Cartometry, Map, Validation
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1.1.

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan
asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI). Dalam mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat diperlukan cakupan wilayah yang pasti agar
tidak terjadi kesalahan dalam wewenangnya. Batas desa
merupakan tanda pemisah antara desa yang bersebelahan
baik berupa batas alam maupun batas buatan dimana
berfungsi sebagai pembagi wilayah wewenang tiap desa.
Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa
secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
Di dalam proses penetapan batas desa dilakukan kegiatan
validasi yang bertujuan untuk membuat sesuatu yang resmi
diterima atau disetujui, terutama setelah memeriksanya
(Cambridge Dictionaries Online, 2011).

Pelaksanaan penetapan dan penegasan batas administrasi
desa harus mengacu pada peraturan menteri dalam negeri
(Permendagri) nomor 45 tahun 2016 tentang Penetapan dan
Penegasan Batas Desa, dimana pada peraturan tersebut,
penetapan batas desa dapat dilakukan dengan metode
kartometrik sehingga untuk wilayah-wilayah yang sulit
dijangkau tidak diharuskan memasang pilar batas.

Kecamatan Lumajang adalah salah satu kecamatan yang
ada di Kabupaten Lumajang dan berfungsi sebagai pusat
kegiatan ekonomi dan pemerintahan. Luas Kecamatan
Lumajang adalah 30,26 km? yang terdiri dari 5 desa dan 7
kelurahan dan terletak pada 37,25 LU; 8,07 LS; 122,05 LB
dan 113,13 LT (Sumber: lumajangkab.go.id). Kecamatan
Lumajang merupakan lokasi yang dilakukan validasi batas
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1.2.

administrasi desanya. Perbedaan pendapat terhadap wilayah
wewenang antar desa di kecamatan Lumajang disebabkan
oleh adanya batas administrasi desa yang belum divalidasi
sehingga perlu dilakukan penetapan terhadap batas
administrasi desa di kecamatan Lumajang.

Terdapat dua metode dalam penetapan batas daerah yaitu
secara kartometrik dan survei lapangan. Pada penelitian ini
akan menggunakan metode kartometrik dalam penetapan
batas administrasinya dengan acuan Peraturan Menteri
dalam Negeri (Permendagri) nomor 45 tahun 2016 tentang
Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Dengan adanya permasalahan tersebut, penelitian ini
bertujuan untuk validasi batas administrasi desa di
Kecamatan Lumajang dengan metode kartometrik
menggunakan data citra resolusi tinggi kecamatan Lumajang
tahun 2014 yang di-overlay dengan hasil digitasi RBI dan
peta kretek desa atau dokumen-dokumen yang berkaitan
dengan batas administrasi desa di Kecamatan Lumajang
sehingga diperoleh peta batas administrasi desa dengan
pembuatan peta mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP)
Republik Indonesia nomor 8 tahun 2013 tentang Ketelitian
Peta Rencana Tata Ruang.

Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang dibahas pada penelitian Tugas
Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana validasi batas administrasi desa di
Kecamatan ~ Lumajang  menggunakan  metode
kartometrik sesuai dengan Permendagri nomor 45
tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas
Desa.

2. Bagaimana penyajian peta administrasi batas desa yang
sudah divalidasi sesuai Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia nomor 8 tahun 2013 tentang Ketelitian Peta
Rencana Tata Ruang.




1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah pada Tugas Akhir ini adalah sebagai
berikut:

1.

Studi kasus yang akan ditetapkan batas administrasi
desanya terletak di Kecamatan Lumajang, Kabupaten
Lumajang.

Pada penelitian ini menggunakan metode kartometrik
dalam penetapan batas administrasi desa.

Data spasial yang digunakan adalah citra tegak resolusi
tinggi Kecamatan Lumajang tahun 2014, hasil digitasi
peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1:25.000 dan
peta kretek desa di Kecamatan Lumajang.

Validasi batas administrasi desa dilakukan berdasarkan
Permendagri nomor 45 tahun 2016 tentang Penetapan
dan Penegasan Batas Desa dan lampirannya sebagai
acuan teknis validasi batas administrasi desa.

Aspek teknis dalam pembuatan peta berdasarkan PP
Republik Indonesia nomor 8 tahun 2013 tentang
Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang.

1.4. Tujuan
Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1.

Melakukan kegiatan validasi batas administrasi desa di
Kecamatan  Lumajang  menggunakan  metode
kartometrik yang sesuai dengan Permendagri No. 45
tahun 2016.

Membandingkan panjang segmen batas dan luas
wilayah sebelum dan sesudah validasi batas
administrasi desa di Kecamatan Lumajang.
Menggunakan titik kartometrik dari hasil validasi batas
untuk mewakili segmen batas desa di Kecamatan
Lumajang sesuai permendagri No.45 tahun 2016
tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa.



4. Membuat peta batas administrasi desa di Kecamatan
Lumajang yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia nomor 8 tahun 2013 tentang
Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang.

1.5. Manfaat

Manfaat dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat digunakan sebagai dasar dalam pembuatan peta-
peta yang lainnya dalam rangka pengembangan data
spasial Kecamatan Lumajang yang lebih baik dan
akurat.

2. Sarana memperkenalkan metode kartometrik dalam
penetapan batas administrasi desa secara partisipatif
kepada pemerintahan desa agar mampu menerima hasil
penetapan batas yang diperoleh dengan bijak.

3. Digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan
administrasi desa yang lebih teratur.

4. Dalam upaya pengambilan keputusan/kebijakan yang
berkaitan dengan perencanaan pembangunan yang
efektif dan efisien.



2.1.

2.2
2.2.1. Berdasarkan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016
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Batas Desa

Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi
pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-
titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat
berupa  tanda-tanda alam  seperti  igir/punggung
gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau
unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk
peta (Kementrian Dalam Negeri, 2016). Terdapat dua jenis
tanda-tanda batas, batas alam dan batas buatan. Batas alam
adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, danau,
dan Batas desa yang tidak jelas dapat menimbulkan
permasalahan pengelolaan di wilayah perbatasan dan
menghambat penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Batas
daerah secara pasti di lapangan adalah kumpulan titik-titik
koordinat geografis yang merujuk kepada sistem
georeferensi nasional dan membentuk garis batas wilayah
administrasi ~ pemerintahan  antar  daerah.  Tujuan
dilakukannya penetapan dan penegasan batas daerah di
darat adalah agar terciptanya tertib administrasi
pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum
terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek
teknis dan yuridis (Kementrian Dalam Negeri, 2016).

Penetapan Batas Desa

Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas
desa secara kartometrik di suatu peta dasar yang
disepakati. Pada proses penetapan desa dilakukan
validasi yang bertujuan untuk membuat sesuatu yang
resmi diterima atau disetujui, terutama setelah
memeriksanya (Cambridge Dictionaries Online, 2011).
Metode kartometrik merupakan penelusuran/penarikan



garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan
posisi titik, garis, jarak, dan luas cakupan wilayah
dengan menggunakan peta dasar dan informasi
geospasial lainnya sebagai pendukung (Kementrian
Dalam Negeri, 2016). Pelaksanaan penetapan batas desa
harus mengacu pada peraturan menteri dalam negeri
nomor 45 tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan
Batas Desa. Peralihan perubahan Permendagri nomor 27
tahun 2006 menjadi Permendagri nomor 45 tahun 2016
mengenai Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dimana
pada peraturan baru, penetapan batas desa dapat
dilakukan dengan metode kartometrik sehingga untuk
wilayah-wilayah perbatasan yang sulit dijangkau tidak
diharuskan untuk survey ke lapangan. Permasalahan
batas daerah muncul antara lain disebabkan oleh
pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB), perebutan
Sumber Daya Alam (SDA) terkait dengan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) dan kurangnya pemahaman terhadap
garis batas pada peta dasar. Penetapan batas desa di
darat berpedoman pada dokumen batas desa Proses
penetapan ini terdiri atas 3 tahapan kegiatan, yakni
penelitian dokumen batas, penentuan peta dasar dan
pembuatan peta desa secara kartometrik. Dokumen-
dokumen batas tersebut antara lain:

a. Perundang-undangan  dan  peraturan-peraturan
lainnya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis
tentang pembentukan batas desa yang bersangkutan.

b. Peta administrasi desa yang bersangkutan.

Peta desa yang sudah ada.

d. Peta lainnya, seperti: peta rupabumi, peta topografi,
peta pajak bumi dan bangunan, peta pendaftaran
tanah, peta laut dan citra satelit.

e. Data lainnya dan dokumen sejarah.

o



Penjelasan tahapan dalam penetapan batas desa
sebagai berikut:
a. Tahap Kesatu: Pengumpulan dan Penelitian
dokumen
i.  Mengumpulkan dokumen batas, sebagai berikut:
- Dokumen yuridis pembentukan desa,
meliputi Perda Pembentukan Desa dan lain-
lain;
- Dokumen historis batas desa; dan
- Dokumen terkait lainya
ii. Meneliti dokumen yang sudah dikumpulkan
untuk mendapatkan indikasi awal garis
batas/identifikasi garis batas desa.



Gambar 2.1. Contoh isi dokumen Pemerintah
Daerah Kecamatan Lumajang

iii. Pembuatan berita acara pengumpulan dan
penelitian dokumen pada Lampiran Permendagri
No.45 tahun 2016 (form.1) yang ditandatangani
oleh masing-masing Kepala Desa yang
berbatasan dan disaksikan oleh Tim Penetapan
dan Penegasan Batas Desa Kabupaten/ Kota.

b. Tahap Kedua: Pemilihan Peta Dasar
i. Peta dasar yang digunakan adalah Peta Rupabumi
Indonesia (Peta RBI) skala 1 : 5.000.



Gambar 2.2. Contoh Peta Rupa Bumi Indonesia

Dalam hal Peta RBI skala 1 : 5.000 belum
tersedia maka menggunakan citra tegak resolusi
tinggi dengan resolusi spasial paling rendah 4
meter.

Spesifikasi citra tegak resolusi tinggi diatur lebih
lanjut dalam kententuan yang dibuat oleh Tim
Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pusat.
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Tinggi

Dalam hal tersedia Peta RBI dan citra tegak
resolusi tinggi maka dapat digunakan keduanya
Apabila dibutuhkan, penarikan garis batas dapat
ditambahkan data pendukung berupa peta dan
data lain seperti: data Digital Elevation Model
(DEM), Peta dasar untuk penyusunan Rencana
Detail Tata Ruang (RDTR), Peta dasar
pertanahan dan peta peta lainya.

b

Gambar 2.4. Contoh data RDTR
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Gambar 2.5. Contoh Data DEM

vi. Pembuatan berita acara pemilihan peta dasar
(form. 2) yang ditandatangani oleh masing-
masing Kepala Desa yang berbatasan dan
disaksikan oleh Tim Penetapan dan Penegasan
Batas Desa Kabupaten/ Kota.

c. Tahap Ketiga: Pembuatan Garis Batas di atas Peta
Pembuatan garis batas yang dimaksudkan dalam
hal ini adalah dilakukan dengan delineasi garis batas
secara kartometrik meliputi:
i. Pembuatan peta kerja.
Peta kerja dibuat sesuai dengan spesifikasi yang
ditentukan.
ii. Penarikan garis batas desa di atas peta.
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- Penarikan batas desa dilakukan di atas peta
kerja berdasarkan dokumen hasil penelitian
dan hasil klarifikasi tim penegasan batas
desa kabupaten/kota.

- Apabila garis batas tidak dapat diintepretasi
atau tidak dapat dikenali di atas peta kerja
maka digambarkan perkiraan garis batas
sementara dan diberikan catatan dalam
berita acara.

Penentuan titik kartometrik.

Penentuan titik kartometrik dilakukan dengan
proses ekstraksi titik-titik koordinat berdasarkan
garis batas desa hasil delineasi. Penentuan titik
kartometrik dilakukan sesuai dengan spesifikasi
teknis yang telah ditentukan.

Pembuatan Berita Acara

Validasi batas desa pada peta kerja disertai
dengan pembuatan berita acara pelacakan batas
secara kartometrik yang ditandatangani oleh
masing-masing perangkat desa yang berbatasan.
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Gambar 2.6. Contoh Berita Acara Validasi Batas

v. Penyajian peta penetapan batas desa
Spesifikasi peta penetapan batas desa sesuai
dengan spesifikasi.

2.2.2. Satelit Pleiades
Satelit optis Pleiades dikembangkan dan
diluncurkan oleh AIRBUS Defense and Space, Perancis.
Diluncurkan melalui roket Russia Soyuz STA di Pusat
Peluncuran Guiana, Kourou. Satelit ini dibedakan
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berdasarkan 2 tipe sensor yaitu Pleiades-1A dan
Pleiades 1B.

- e, B -

© Gambar 2.7. Satelit Pleiades-1A
(Sumber: AIRBUS Defence & Space, tanpa
tahun)

Dalam penelitian ini, digunakan citra satelit Pleiades-1A
yang diluncurkan pada 16 Desember 2011. Satelit
Pleiades-1A mampu memberikan data terortorektifikasi
pada resolusi 0,5 meter (kira-kira sebanding dengan
GeoEye-1) dan meninjau kembali setiap titik di bumi
(revisit time) pada cakupan 1 juta Kilometer persegi
(sekitar 386,102 mil persegi) setiap hari. Pleiades-1A
mampu memperoleh citra stereo resolusi tinggi hanya
dalam satu siklus, dan dapat mengakomodasi daerah yang
luas (hingga 1.000 km x 1.000 km). Satelit Pleiades-1A
memiliki empat band spektral (biru, hijau, merah, dan
IR), serta akurasi 3 meter (CE90) tanpa titik kontrol
tanah. Akurasi lokasi dapat ditingkatkan sampai dengan 1
meter dengan menggunakan GCP.



15

Tabel 2.1. Spesifikasi Pleiades-1A

(Sumber: Lapan, 2015)

Mode Pencitraan

Pankromatik Multispektral

Resolusi Spasial
Pada Nadir

0,5 meter GSD pada
nadir

2 meter GSD pada
nadir

Jangkauan Spektral

480 — 830 nm Biru (430 — 550nm)
Hijau (490 — 610nm)
Merah (600 —
720nm)

IR dekat (750 —

950nm)

Lebar Sapuan

20 km pada nadir

Pencitraan Off-Nadir

Hingga 47 derajat
Tersedia opsi pemilihan sudut ketinggian

Jangkauan Dinamik

12 bit per piksel

Masa Aktif Satelit

Perkiraan hingga lebih dari 5 tahun

Waktu Pengulangan | Setiap 1 hari

Ketinggian Orbit 694 km

Waktu Lintasan 10:15 A.M

Equatorial

Orbit sinkron matahari

Harga €. 10 per km? untuk data arsip

€. 17 per km? untuk perekaman baru

Luas Pemesanan

Minimum 25 km? untuk data arsip (jarak
lebar min. 500m)

Minimum 100 km? untuk perekaman baru
(jarak lebar min. 5km)

Level Proses

Primer dan Ortho

Tingkat Akurasi

3 meter tanpa GCP (CE90)
Hingga kurang dari 1 meter dengan GCP

2.2.3. Prinsip Penarikan Batas

Berdasarkan Permendagri No.45 Tahun 2016, kaidah

penarikan

garis

batas secara kartometrik dapat

menerapkan penggunaan bentuk-bentuk batas alam dan
penggunaan batas buatan.
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a.

Penggunaan Bentuk-Bentuk Batas Alam
Detil-detil pada peta yang merupakan batas alam
dapat dinyatakan sebagai batas daerah. Penggunaan
detil batas alam pada peta akan memudahkan
penegasan batas daerah. Detil-detil peta yang
digunakan:
Sungai
Garis batas di sungai merupakan garis khayal
yang melewati tengah-tengah atau as (median)
sungai yang ditandai dengan titik-titik koordinat.
Jika garis batas memotong tepi sungai maka
dilakukan pengukuran titik koordinat pada tepi
sungai (T.1 dan T.3). Jika sungai sebagai batas
dua daerah atau lebih maka dilakukan
pengukuran titik koordinat batas pada tengah
sungai (titik simpul) secara kartometrik (T.2).

DAERAH B

KETERANGAN:
. Titik Koordinat Batas
= Garis Batas Daerah
Gambar 2.8. Penggambaran sungai sebagai
batas daerah
(Sumber: Kementrian Dalam Negeri, 2016)

Garis Pemisah Air atau Watershed

Garis batas pada watershed merupakan garis
khayal yang dimulai dari suatu puncak gunung
pegunungan atau perbukitan yang mengarah
kepada puncak gunung berikutnya. Ketentuan
yang menetapkan garis pada watershed, lihat
gambar 2.1 dilakukan dengan prinsip berikut ini:
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- Garis batas merupakan garis pemisah air
yang terpendek, karena kemungkinan
terdapat lebih dari satu garis pemisah air.

- Garis batas tersebut tidak boleh memotong
sungai.

- Jika batasnya adalah pertemuan lebih dari
dua batas daerah maka dilakukan
pengukuran titik koordinat batas pada
watershed (garis pemisah air) yang
merupakan simpul kartometrik.

DAERAHB

~. .
/ é” ........... A
DAERAHA S 77" ~— X RERAH
/ DAERAH C )
J (
e '.\
KETERANGAN: '.\
# :Titik KoordinatBatas . @==@Z00 0z @ @@ttt N

—rE——— : Garis Batas Daerah

Gambar 2.9. Penggambaran garis pemisah air
sebagai batas daerah.
(Sumber: Kementrian Dalam Negeri, 2016)

Danau/Kawah

Jika seluruh danau/kawah masuk ke salah satu
daerah, maka tepi danau/kawah menjadi batas
antara dua daerah. Jika garis batas memotong
danau/ kawah, maka garis batas pada danau
adalah garis khayal yang menghubungkan antara
dua titik  kartometrik yang  merupakan
perpotongan garis batas dengan tepi danau/kawah
(Gambar 2.3).
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Gambar 2.10. Penggambaran batas daerah
melalui danau/kawah
(Sumber: Kementrian Dalam Negeri, 2016)

Jika batasnya adalah pertemuan lebih dari dua
batas daerah maka dilakukan pengukuran titik
koordinat batas pada danau/kawah (titik simpul)
secara kartometrik (Gambar 2.3).
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Daerah C ~_ Daerah B

Daerah A

Gambar 2.11. Penggambaran batas daerah
melalui danau/kawah dengan cara pertemuan
lebih dari dua titik.
(Sumber: Kementrian Dalam Negeri, 2016)

b. Penggunaan Bentuk-Bentuk Batas Buatan

Menggunakan Penanda Batas Buatan
Unsur buatan yang umum digunakan sebagai
penanda batas desa antara lain: jalan, jalan kereta
api, saluran irigasi dan kanal. Untuk batas jalan,
jalan kereta api, saluran irigasi, dan kanal, dapat
digunakan as (sumbu) atau tepinya sebagai tanda
batas wilayah antara dua desa yang berbatasan
sesuai kesepakatan dua desa yang berbatasan.
1) Jalan
a) AsJalan
Untuk batas jalan dapat digunakan as jalan
sebagai tanda batas sesuai kesepakatan
antara dua desa yang berbatasan. Titik awal
dan akhir batas yang berpotongan dengan
jalan serta titik perpotongan batas yang
berada pada pertigaan jalan dilakukan
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pengukuran titik-titik koordinat batas
secara kartometrik atau jika disepakati
dapat dipasang pilar acuan batas utama
(PABU).

(b.)
Gambar 2.12. Pemberian Titik
Kartometrik dan PBU 1

(a.) Titik perpotongan batas yang berada
pada pertigaan jalan dilakukan pemberian
titik kartometrik atau, (b.) Jika disepakati
dapat dipasang PABU

b) Tepi Jalan atau bahu jalan
Untuk batas jalan dapat digunakan tepi
jalan  sebagai tanda batas  sesuai
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kesepakatan antara dua desa yang
berbatasan. Titik awal dan akhir batas yang
berpotongan dengan jalan serta titik
perpotongan batas yang berada pada
pertigaan jalan dilakukan pengukuran titik-
titik koordinat batas secara kartometrik
atau jika disepakati dapat dipasang Pilar
Batas Utama (ﬂBU).

‘\‘ DesaA
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N _,/‘

d @
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Gambar 2.13. Pemberian Titik
Kartometrik dan PBU 2

(a.) Titik perpotongan batas yang berada
pada pertigaan jalan dilakukan pemberian
titik kartometrik atau, (b.) Jika disepakati
dapat dipasang PBU



22

2.3.

2) Jalan Kereta Api
Untuk jalan kereta api digunakan prinsip yang
sama dengan penetapan/pemasangan tanda
batas pada jalan (lihat Gambar 2.5).

Gambar 2.14. Jalan kereta api sebagai batas
desa

3) Saluran Irigasi
Untuk saluran irigasi prinsip penegasan batas
sama dengan prinsip penegasan batas pada
sungai.

Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Batas desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah
wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa
secara kartometrik di alas suatu peta dasar yang disepakati.
Penetapan batas desa diwujudkan melalui tahapan
penelitian dokumen, penentuan peta dasar yang dipakai,
dan deliniasi garis batas secara kartometrik di atas peta
dasar (Kementrian Dalam Negeri, 2016).
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Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana tertuang dalam
Permendagri (Peraturan Menteri Agraria) No. 27 Tahun
2006, membedakan penetapan dan penegasan dalam proses
penataan batas wilayah administrasi. Penetapan berarti
menentukan batas di atas sebuah peta, yang disebut sebagai
penentuan batas secara kartometris. Sementara, penegasan
adalah meletakkan tanda batas di lapangan. Di bawah ini
adalah definisi dari kedua istilah dalam Permendagri
tersebut:

- Penetapan adalah “Proses penetapan batas desa secara

kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati”

- Penegasan batas desa adalah “Proses pelaksanaan di

lapangan dengan memberikan tanda batas desa
berdasarkan hasil penetapan”

Dengan pengertian tersebut, penetapan merupakan suatu
proses legal (konsensus) untuk membangun kesepakatan
antar pihak yang berbatasan, sedangkan penegasan
merupakan suatu proses teknis yang menerjemahkan
kesepakatan menjadi patok-patok batas dan titik koordinat
secara geodetik. Dalam peraturan tersebut, penetapan batas
desa terdiri dari penelitian dokumen batas, penentuan peta
dasar yang dipakai, dan pembuatan garis batas secara
kartometrik di atas peta dasar (Pasal 3). Sementara
penegasan batas mencakup tahapan penentuan dokumen
penetapan batas, pelacakan garis batas, pemasangan pilar di
sepanjang garis batas, pengukuran dan penentuan posisi
pilar batas, serta pembuatan peta garis batas (Pasal 4 ayat
1). Komponen-komponen kegiatan tersebut terlalu banyak
nuansa pekerjaan teknis pemetaan, sedangkan proses
membangun kesepakatan kurang memadai.

Dengan demikian, penataan batas sangat berpotensi
konflik karena sangat terkait dengan klaim-klaim atas
wilayah baik oleh pemerintah, perusahaan (terutama
pemegang konsesi) dan masyarakat; sejarah komunitas dan
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2.4.

sistem pemerintahan mereka; dan identitas masyarakat.
Untuk itu perlu ada upaya sungguh-sungguh untuk
mengelola konflik agar semua kepentingan bisa
mendapatkan tempat secara adil. Dengan demikian, perlu
ada upaya khusus untuk memperkuat tahapan penetapan
batas. Untuk itulah metodologi pemetaan partisipatif
diperlukan supaya proses sosial bisa berlangsung dengan
baik dan inklusif.

Pemetaan Partisipatif

Pemetaan partisipatif adalah sebuah metode yang
memungkinkan masyarakat lokal untuk menggunakan
kekuatan peta dan bahkan menjadi pembuat peta yang
menunjukkan keberadaan mereka di suatu tempat dan
perspektif mereka tentang ruang yang mereka pakai. Salah
satu alasan utama metode ini adalah bahwa masyarakat
setempat paling tahu tentang daerahnya sendiri dan
mempunyai kepentingan untuk mengetahui dan menjaga
daerahnya sendiri. Metode ini berintikan pada proses
pembuatan peta modern melalui proses dialog di antara
masyarakat lokal dan pendamping yang membantu mereka.
Melalui proses ini masyarakat diharapkan menjadi pembuat
peta dan sekaligus pengguna peta karena pemetaan
partisipatif adalah tentang, oleh dan untuk masyarakat.
Secara khusus para pendamping ini menerjemahkan peta
mental (pengetahuan tentang suatu wilayah yang ada dalam
ingatan) suatu masyarakat ke atas peta dengan standar
kartografis. Dengan adanya teknologi pemetaan yang
makin mudah digunakan — yaitu global positioning systems
(GPS), sistem informasi geografis, dan penginderaan jauh —
kemungkinan pembuatan peta oleh orang awam makin
tinggi, yang sebelumnya praktis hanya bisa dilakukan oleh
tenaga ahli.
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Berdasarkan  pembelajaran selama ini  pemetaan
partisipatif bisa berguna untuk mencapai berbagai tujuan
berikut:

- Mengorganisasi masyarakat
- Melestarikan dan memperkuat pengetahun

lokal/tradisional;

- Mendapatkan pengakuan atas hak-hak sumber daya;

- Menentukan batas wilayah adat;

- Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola

dan melindungi ruang mereka;

- Membantu proses penyelesaian konflik dalam

sengketa atas ruang;

- Meningkatkan dan memobilisasi kesadaran lokal akan

masalah-masalah lingkungan;

- Meningkatkan kapasitas lokal dalam berhubungan

dengan lembaga-lembaga eksternal; dan,

- Memungkinkan kelompok-kelompok lokal dan global

untuk bekerjasama dan saling mengisi dalam program-
program konservasi keanekaragaman hayati.

Dengan demikian, pemetaan partisipatif tidak hanya
dipakai dalam penentuan batas wilayah, tetapi juga
membantu suatu masyarakat untuk memahami dan
merencanakan wilayahnya, suatu bagian yang penting
dalam perencanaan tata ruang partisipatif yang dilakukan
Program Kemakmuran Hijau.

Prinsip Penetapan Batas Desa

Dalam melakukan penataan batas desa ada sejumlah
prinsip sosial dan teknis yang perlu diperhatikan, terutama
yang menyangkut etika dalam kegiatan pemetaan dan
persyaratan teknis pembuatan peta. Prinsip-prinsip sosial
terutama diambil dari pembelajaran pemetaan partisipatif,
sementara prinsip teknis diintisarikan dari peraturan
penataan batas daerah dan wilayah.
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2.5.1. Prinsip Sosial

Sebelum melakukan kegiatan penataan batas desa
partisipatif perlu diperhatikan berbagai pihak yang
menjadi pemangku kepentingan, terutama para
pelaksana kegiatan. Prinsip ini perlu dipahami dan
disepakati bersama semua pihak agar dapat (a)
Meminimalisasi perselisihan batas; (b) Mengakomodasi
hak-hak asal-usul; serta (c) Menghargai dan melindungi
hak-hak masyarakat adat, dan kelompok terpinggirkan
dan perempuan. Prinsip-prinsip yang perlu dipegang
dalam proses penataan batas desa, antara lain:

- Masyarakat yang berada di desa yang akan ditata
batas mendapatkan informasi yang cukup
mengenai rencana, proses dan tahapan yang akan
dilakukan termasuk upaya penyelesaian, siapa saja
yang mesti terlibat dan bagaimana caranya mereka
bisa terlibat.

- Semua komponen dalam masyarakat, termasuk
kaum perempuan dan kelompok-kelompok rentan,
berpartisipasi secara bermakna dalam pengambilan
keputusan dalam proses penataan batas desa.

- Masyarakat harus dipastikan untuk mendapatkan
akses dan kontrol terhadap proses dan hasil
penataan batas partisipatif.

- Masyarakat harus dipastikan untuk memutuskan
apakah kegiatan penataan batas partisipatif dapat
dilakukan atau tidak.

- Mengutamakan sumber daya manusia lokal,
khususnya masyarakat desa yang dipetakan,
sebagai pelaksana kegiatan penataan batas
partisipatif.

- Mengutamakan pengetahuan lokal tentang batas
dan pemanfaaan ruang dan mekanisme resolusi
konflik secara adat yang berlaku.
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Ada mekanisme kendali mutu untuk menjaga mutu
proses penataan batas dan produkproduknya
(termasuk dokumen dan peta-peta).

Ada pengakuan dan perlindungan atas hak
kepemilikan intelektual masyarakat atas peta-peta
yang dihasilkan.

Ada perhatian khusus atas asal usul masyarakat dan
kewilayahan pada daerah yang ditata batas, baik
yang tertuang dalam sejarah lisan maupun
dokumen-dokumen tertulis.

Penghormatan terhadap aturan adat atau aturan
sosial yang masih berlaku di wilayah tersebut.
Batas administrasi desa tidak menghilangkan
kewenangan/aturan adat yang berlaku.

Ada kejelasan pembagian kewenangan pemerintah
desa dan lembaga adat dalam administrasi wilayah.
Batas wilayah desa merupakan batas layanan
administrasi  kepemerintahan,  bukan  batas
kepemilikan hak. Dengan demikian batas wilayah
desa tidak menghilangkan hak kepemilikan dan
pengaturan, baik yang bersifat pribadi maupun
kelompok.

Prinsip Teknis
Peta yang dibuat harus mempunyai spesifikasi

sebagai berikut:

Tabel 2.2. Spesifikasi Pembuatan Peta Batas Desa

No. Jenis Persyaratan
Datum

1 Horisontal DGNS5

o | Elipsoid WGS 1984
Referensi

3 Skala Peta 1:1000 — 1:10000

4 Sistem Transverse Mercator
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2.6.

Proyeksi Peta (TM)

Universal Transverse

5 Sistem Grid Mercator (UTM) dengan
grid geografis dan metrik

Ketelitian

Planimetris 0,5 mm diukur di atas peta

e Format peta untuk skala 1:10000 yang dihasilkan
perlu memenuhi SNI 19-6502.1-2000 tentang
Spesifikasi teknis peta rupabumi skala 1:10000.

e Sebisa mungkin dicari peta dasar dengan skala
1:10000, bila tidak tersedia maka harus dibuat peta
kerja dengan skala tersebut.

e Survei batas dilakukan secara geodetik dengan
tingkat akurasi kurang atau sama dengan 5 cm.

Metode Kartometrik

Mengacu kepada Permendagri nomor 45 tahun 2016,
metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis
batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi
titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan
menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai
pelengkap. Dari pengertian ini, untuk penelusuran dan
penarikan garis batas serta pengukuran dan perhitungan
posisi (koordinat), jarak serta luas cakupan wilayah,
terlebih dahulu harus disiapkan peta kerja. Peta kerja ini
dibuat menggunakan peta Rupa Bumi Indonesia (RBI)
sebagai acuan dan peta-peta atau informasi geospasial lain
seperti citra satelit sebagai pendukung.

Penyiapan dokumen terdiri atas dokumen yang bersifat
yuridis dan dokumen teknis. Dokumen
yuridis meliputi peraturan perundang-undangan tentang
pembentukan daerah yang bersangkutan dan dokumen lain
yang berkaitan dengan batas wilayah administrasi yang
disepakati para pihak. Dokumen teknis meliputi peta dasar
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(peta RBI) dan informasi geospasial lainnya (citra satelit,
peta tematik) yang digunakan sebagai dasar pembuatan
peta kerja yang akan digunakan untuk pelacakan batas.

Pekerjaan awal yang sangat penting dalam penegasan
batas daerah secara kartometrik adalah menyiapkan dan
membuat peta kerja yang akan digunakan dalam
pelacakan untuk mencapai kesepakatan batas antara daerah
yang berbatasan dan digunakan untuk menentukan
koordinat titik-titik batas. Dalam hal peta dasar maka perlu
tersedia peta dasar yang memadai baik dari aspek skala
maupun  ketelitian dan kebenaran informasi yang
terkandung di dalam peta dasar tersebut.

Pekerjaan pelacakan meliputi memilih letak dan
mendefinisikan titil-titik dan garis batas. Memilih letak titik
dan garis batas biasanya merupakan kompromi antara
pertimbangan geografis dengan kepentingan politik. Tahap
memilih letak ini biasanya merupakan fase yang sangat
kritis untuk mencapai kesepakatan letak titik dan garis
batas. Sedangkan mendefinisikan garis batas merupakan
suatu proses Yyang sebagian besar bersifat teknis
(kartometris). Proses ini terdiri atas penentuan posisi
(koordinat) titik-titik batas secara teliti dan kemudian
mendefinisikannya  vyaitu menarik  garis  yang
menghubungkan titik-titik batas tersebut di atas peta serta
menguraikannya dalam bentuk narasi di dalam perjanjian
(Jones, 1945).

Karena kegiatan boundary making pada dasarnya
kegiatan yang memiliki 3 aspek, yaitu aspek politik, aspek
hukum dan aspek teknis survei pemetaan, maka pada setiap
tahapan diperlukan adanya suatu berita acara yang
mencatat semua hasil kesepakatan yang dilakukan pada
setiap tahapan.

a. Pelacakan Garis Batas Secara Kartomertrik

1) Penarikan garis batas dilakukan secara langsung
di atas peta kerja berdasarkan kesepakatan desa
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2)

3)

4)

5)

yang berbatasan dengan mempertimbangkan
informasi dari tokoh adat dan masyarakat desa.
Jika garis batas tidak dapat diintepretasi di atas
peta kerja maka dapat menggunakan bantuan peta
kerja digital yang ditayangkan pada layar
monitor/proyektor.

Dilakukan pemindaian peta kerja dengan hasil
format digital yang ter-georefrensi untuk
dijadikan dasar dalam digitalisasi garis batas.
Melakukan digitalisasi garis batas yang sudah
digambarkan pada peta kerja.

Melaksanakan pengisian data attribute garis batas
desa sesuai dengan format feature Katalog Unsur
Geografi Indonesia.

Penentuan Titik Kartometrik

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Penentuan titik kartometrik secara langsung di
atas peta kerja.

Apabila garis batas tidak dapat diintepretasi di
atas peta kerja maka dapat menggunakan bantuan
peta kerja digital yang ditayangkan pada layar
monitor/proyektor.

Pemilihan titik-titik batas pada obyek-obyek yang
mudah dikenali. Untuk obyek (misal sungai atau
jalan) yang lurus hanya dibuat pada ujung-ujung
segmen (persimpangan atau belokan jalan atau
sungai).

Pada titik awal dan akhir batas dengan desa yang
saling berbatasan diberikan tanda masing-masing
satu titik kartometrik.

Setiap pergantian jenis batas dari batas alam ke
batas buatan atau sebaliknya di berikan titik
kartometrik.

Dilakukan pemindaian peta kerja dengan hasil
format digital yang ter-georefrensi untuk
dijadikan dasar dalam ekstraksi titik kartometrik
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7) Penamaan titik kartometrik dalam basis data
menggabungkan antara  singkatan titik
kartometrik/TK (sebagai jenis titik), kode wilayah
dan nomor urut titik kartometrik.

Contoh :
1) Desadalam satu kecamatan :
TK11.01.01.2001-01.2002-588

2) Desa/kelurahan berbeda kecamatan:
TK11.01.01.2001-02.1005-50d

o1 J2ost] o>

Keterangan:

- TK (Titik Kartometrik)
- kode wilayah provinsi
: kode wilayah kabupatenfkota

. kode wilayah kecamatan ke 1 dan 2

- - kode wilayah desa ke 1 dan 2
- :nomor titik kartometrik

Catatan: Kode wilayah berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang
Kode dan Data Wilayah yang terbaru dan
berlaku. Wilayah ke (1 atau 2) adalah
kecamatan/desa/kelurahan berdasarkan
urutan angka kode wilayah.
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2.7.

Penggambaran Peta Batas

Peta Penetapan batas desa dibuat dengan ketentuan dan
spesifikasi pada Peta kerja. Peta penetapan batas desa juga
memuat informasi daftar titik kartometrik hasil delineasi
batasnya.

Berikut template layout Peta Penetapan Batas Desa :

slwln|e

11

12
13

Gambar 2.15. Layout Peta Penetapan Batas Desa

Keterangan gambar:
a. Judul Peta
Judul peta memuat informasi mengenai jenis peta
b. Lembar Peta
Menampilkan kode wilayah desa yang bersumber
dari Peraturan Menteri Dalam Negeri
C. Nama Desa
Menampilkan nama desa, kecamatan dan kabupaten
d. Orientasi Arah dan Skala Peta
Menampilkan tanda petunjuk arah dan skala peta
yang ditampilkan dalam bentuk text dan garis
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Diagram Lokasi

Diagram lokasi memberikan informasi tentang lokasi
wilayah desa yang dipetakan

Petunjuk Letak Peta

Petunjuk letak peta memberikan informasi tentang
tata letak peta yang disajikan dalam beberapa lembar
peta berdasarkan indeks yang telah disusun. Kolom
petunjuk letak peta ditampilkan apabila suatu desa
disajikan dalam beberapa NLP.

Proyeksi, sistem grid dan datum

Menerangkan tentang proyeksi, sistem grid dan
datum yang digunakan dalam penyajian peta

Logo dan alamat instansi

Menerangkan logo instansi yang mencetak dan
mengedarkan peta beserta dengan alamatnya
Keterangan

Menerangkan legenda yang digunakan dalam peta
kerja

Daftar Titik-titik Kartometrik Batas Desa
Menerangkan daftar titik-titik kartometrik hasil
delineasi batas desa, berupa titik dan nilai
koordinatnya.

Kolom tanda tangan

Peta ditandatangi oleh penjabat Kepala Desa setelah
proses penarikan garis batas desa.

Sumber Data dan riwayat peta

Sumber data dan riwayat peta menerangkan tentang
data atau peta lain yang digunakan dalam pembuatan
peta kerja. Salah satu riwayat peta yang harus
dijelaskan adalah kelas peta berdasarkan uji
ketelitian horisontal peta

. Catatan

Menerangkan informasi khusus mengenai peta yang
disajikan

Muka Peta
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2.8.

Muka peta berisikan unsur-unsur disebut layer data
(obyek spasial dan anotasi/teks), dan layer
grid/gratikul. Simbolisasi unsur/teks dan
pewarnaannya sesuai dengan spesifikasi yang
ditentukan. Untuk unsur anotasi/teks disimpan
sebagai feature independen dalam geodatabase.
Informasi desa yang akan dipetakan disajikan dengan
ketentuan citra disajikan penuh pada muka peta
dengan komposisi transparan 100% untuk desa yang
sedang dipetakan dan transparan 50% untuk desa
yang berbatasan dengan desa yang sedang dipetakan.

On-Screen Digitizing

2.8.1. Konsep Digitasi

Digitasi secara umum dapat didefinisikan sebagai

proses konversi data analog ke dalam format digital.
Obyek-obyek tertentu seperti jalan, rumah, sawah dan
lain-lain yang sebelumnya dalam format raster maka
menjadi obyek-obyek vektor.

Proses digitasi secara umum dibagi dalam dua

macam:

- Digitasi menggunakan digitizer. Dalam proses
digitasi ini memerlukan sebuah meja digitasi
atau digitizer.

- Digitasi onscreen di layar monitor. Digitasi
onscreen paling sering dilakukan karena lebih
mudah dilakukan, tidak memerlukan tambahan
peralatan lainnya, dan lebih mudah untuk
dikoreksi apabila terjadi kesalahan. Digitasi
onscreen biasanya dilakukan pada/dibantu oleh
suatu base-layer yang punya referensi spasial,
misalnya citra satelit.
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2.8.2. Kesalahan Dalam Digitasi
Sebelum melakukan digitasi ada baiknya
mengetahui  jenis-jenis kesalahan dalam digitasi.
Gunanya adalah menghindari kesalahan-kesalahan
tersebut sehingga proses selanjutnya akan jauh lebih
mudah.
a. Kesalahan Titik
- Node semu (Pseudo Node) Node semu adalah
perpotongan antara 2 arc atau perpotongan suatu arc
dengan arc itu sendiri. Node semu dapat digunakan
untuk menbagi fitur linier menjadi segmen-segmen
yang lebih kecil, yang masing-masing mempunyai

nilai atribut yang berbeda.

Gambar 2.16. Node semu
(Sumber: Pengelolaan Data Geospasial 2)

- Node menggantung (Dangling Nodes) Node
menggantung adalah node dari arc yang tidak
berhubungan dengan arc lain. Ini biasanya
mengidikasikan adanya polygon tidak tertutup
dengan benar (undershoot), atau ada arc yang
didigitasi melebihi perpotongannya dengan arc
lainnya (overshoot); atau memang seharusnya ada.
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{ Overshoot
Undershoot &

Gambar 2.17. Node menggantung
(Sumber: Pengelolaan Data Geospasial 2)

- Terlalu banyak titik label Setiap polygon
diidentifikasikan dengan menepatkan label tunggal
di dalamnya. Jika sebuah polygon berisi dari satu
titik label, maka terjadi ketidakpastian mengenai
User-ID yang digunakan. Label ganda juga bias

merupakan indikasi dari adanya polygon yang tidak
tertutup.

Gambar 2.18. Terlalu banyak titik label
(Sumber: Pengelolaan Data Geospasial 2)

- Kurangnya titik label Polygon yang berisi titik label
akan mendapatkan User-ID = 0O; tanpa adanya titik
label, User-1D polygon tidak akan bisa diubah.
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Gambar 2.19. Kurangnya titik label
(Sumber: Pengelolaan Data Geospasial 2)

b. Kesalahan Garis

37

Khusus untuk polyline (garis), kesalahan yang
biasa terjadi adalah:

Overshoot

Overshoot terjadi apabila terdapat dua garis
yang tidak berhubung tetapi saling berpotongan.

Gambar 2.20. Overshoot
(Sumber: Pengelolaan Data Geospasial 2)

Undershoot

Undershoot terjadi apabila terdapat dua garis

yang tidak terhubung.
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Gambar 2.21. Undershoot
(Sumber: Pengelolaan Data Geospasial 2)

- Garis belum tersambung

-

Gambar 2.22. Garis belum tersambung
(Sumber: Pengelolaan Data Geospasial 2)
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BAB Il1
METODOLOGI

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan terletak di
Kabupaten Lumajang, Jawa Tmur dengan koordinat lokasi
37,25 LU; 8,07 LS; 122,05 LB dan 113,13 LT. Secara
administratif, batas-batas wilayah Kecamatan Lumajang
adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Sukodono

- SebelahTimur : Kecamatan Tekung

- Sebelah Selatan . Kecamatan Sumbersuko
- Sebelah Barat : Kecamatan Senduro

PROVINSI JAWATIMUR
-

Gambar 3.1. Lokasi penelitian
(Sumber: Lumajangkab.go.id)
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3.2. Peralatan dan Data
3.2.1. Peralatan
Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini

adalah:

a. Perangkat Keras
i. Laptop
ii. Mouse

iii. LCD Proyektor

b. Perangkat Lunak
i. ArcMap

ArCG I S® ArcMap”

Gambar 3.2. Software ArcMap

3.2.2. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Citra Tegak Resolusi Tinggi Pleiades
Kecamatan Lumajang tahun 2015

b. Peta batas desa dari Badan Pusat Statistik (BPS)

c. Hasil digitasi batas desa Peta Rupa Bumi
Indonesia (RBI)

d. Berita Acara hasil Focus Group Discussion
(FGD)

e. Monografi Kecamatan Lumajang tahun 2015
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Citra yang digunakan  merupakan citra  hasil
orthorektifikasi. Berikut hasil analisa dari orthorektifikasi pada
Citra tegak resolusi tinggi Pleiades. Pada analisa citra hasil
ortorektifkasi berikut, akan digunakan model 7 dengan
penggunaan GCP sebanyak 21 titik, yang pada penjelasan
sebelumnya didapat bahwa model 7 dengan polinomial orde 2
model optimal dalam toleransi pembuatan peta sakala 1 : 5000.

Pada analisa berikut akan disajikan beberapa perbedaan
yang signifikasn antara citra sebelum dilakukan ortorektifikasi
dengan citra setelah dilakukan ortorektifkasi.

Pada hasil ortorektifikasi, pixel citra akan bertransformasi
(translasi, rotasi, skala) sehingga dimungkinkan akan ada
perubahan ukuran pixel. Perubahan pixel tersebut dapat saja
membenarkan ukuran pixel menjadi 0,5 meter (resolusi spasial
citra) atau malah menjauhi ukuran 0,5 meter. Berikut perubahan
ukuran pixel setelah dilakukan proses ortorektifikasi yang didapat
dari 5 sampel titik.
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Gambar 3.3. Persebaran Titik Sampel
(Sumber : Hasil Analisa, 2016)

Tabel 3.1. Perbandingan Ukuran Pixel Sebelum dan Sesudah
Orthorektifkasi
(Sumber : Hasil Analisa, 2016)

Titik Besar Pixel (m)

Sampel Sebell_Jm _ Setelgh _
Ortorektifikasi Ortorektifikasi

1 0,543084 0,500152

2 0,543824 0,500064

3 0,543599 0,499870

4 0,543468 0,500064

5 0,543985 0,500011

Rata-Rata 0,543592 0,500032
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Dari tabel diatas didapat bahwa setelah ortorektifikasi,
ukuran pixel menjadi lebih mendekati nilai pixel yang sebenarnya
~ 0,5 meter dengan selisih nilai 0,032 milimeter dari nilai pixel
yang seharusnya.

Gambar 3.4. Perbedaan Bentuk Pixel Sebelum dan Sesudah
Ortorektifikasi
(Sumber : Hasil Analisa, 2016)
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3.3.

Metodologi Penelitian

TAHAP PERSIAPAN

Identifikasi
Permasalahan

Studi Literatur

Focus Group
Discussion (FGD)

TAHAP PENGUMPULAN
DATA

Pengumpulan Data

l

l

|

l

TAHAP PENGOLAHAN DATA

Berita Acara Shapefile Citra Pleiades Peta Batas Desa
Focus Group Hasil Digitasi Kecamatan Lumajang BPS Kecamatan
Discussion (FGD) Batas Desa Tahun 2015 Lumajang
Overlay sesuai bentuk
obyek dan
alam
Draft Batas
Administrasi Desa
Kecamatan
Lumajang
A,
o e " Interpretasi sesuai
Validasi Hasil Survei dan < bentuk obyek dan

Digitasi

Survei
Lapangan

Desa Kecamatan
@47 Lumajang Tahun
2016

}

Batas Administrasi

kenampakan alam

Gambar 3.5. Diagram alir tahapan penelitian




45

TAHAP ANALISA DATA

Analisa

Berdasarkan aspek
Teknis dan Yuridis
melalui
Permendagri No.
45 tahun 2016

l

Penyajian Data

TAHAP AKHIR

Peta Batas Administrasi
Desa Kecamatan
Lumajang Tahun 2016

Laporan Penelitian

Gambar 3.6. Diagram alir tahapan penelitian lanjutan

3.3.1 Tahapan Penelitian
Pada tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah
sebagai berikut:
a. Tahap Persiapan
Pada tahap ini dilakukan dua proses yaitu identifikasi
masalah dan studi literatur dimana:
. Identifikasi Permasalahan
Topik yang diangkat dalam penelitian ini
adalah pembuatan peta batas administrasi
desa di Kecamatan Lumajang dengan
melakukan validasi terlebih  dahulu
menggunakan metode kartometrik sesuai
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implementasi permendagri nomor 45
tahun 2016.

Studi Literatur:

Pada tahap ini, peneliti mencari literatur
tentang batas daerah, validasi batas, dan
penegasan  batas.  Literatur  yang
digunakan  sebagai acuan  adalah
Permendagri nomor 76 tahun 2012.

b. Tahap Pengumpulan Data
Pada tahap ini berbagai data dikumpulkan untuk
proses validasi batas meliputi:

Berita acara hasil FGD validasi batas
administrasi  desa di  Kecamatan
Lumajang.

Shapefile hasil digitasi batas desa. File
ini didapatkan dari Badan Perancanaan
Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA)
Kabupaten Lumajang tahun 2012.

Citra Pleiades Kecamatan Lumajang
tahun 2014. Citra ini didapatkan dari
Badan Informasi Geospasial (BIG)
dengan resolusi spasial 0,5m dan
dilakukan orthorektifikasi sehingga dapat
digunakan.

Peta batas desa di Kecamatan Lumajang
tahun 2010 dari hasil validasi batas
administrasi desa oleh Badan Pusat
Statistika (BPS) Lumajang.

c. Tahap Pengolahan Data

Shapefile hasil digitasi batas desa RBI di-
overlay dengan citra tegak resolusi tinggi
Pleiades dan dilakukan proses editing
sesuai bentuk obyek dan kenampakan
alam.
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Sehingga didapatkan draft batas batas
administrasi desa Kecamatan Lumajang.
Dilakukan interpretasi peta batas desa
dari BPS Kecamatan Lumajang pada saat
kegiatan validasi berlangsung.

Dilakukan validasi dari data draft batas
administrasi desa Kecamatan Lumajang
dengan hasil interpretasi peta batas desa
dari BPS dan berita acara hasil FGD
sebagai data pendukung.

Ketika hasil validasi sesuai dengan data-
data yang di validasi maka didapatkan
batas administrasi desa Kecamatan
Lumajang. Jika validasi tidak sesuai
maka dilakukan survey ke lapangan.
Dilakukan analisa terhadap hasil validasi
berdasarkan aspek teknis dan yuridis
sesuai Permendagri nomor 45 tahun 2016
tentang Penetapan dan Penegasan Batas
Desa.

d. Tahap Akhir

3.3.2.

Pada tahap ini dilakukan proses
penyajian data berupa laporan penelitian
dan peta. Peta dibuat berdasarkan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
nomor 8 tahun 2013 tentang Ketelitian
Peta Rencana Tata Ruang.

Tahapan Pelaksanaan

Sebelum melakukan validasi batas desa, Tim

Validasi Batas Desa melakukan rapat dengan
BAPPEDA dan perangkat desa untuk
menentukan jadwal validasi, kebutuhan validasi,
perizinan, dan penyampaian informasi terkait
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validasi yang nantinya akan diselenggarakan di
Kecamatan Lumajang.

Gambar 3.7. Rapat Penjadwalan Validasi

Hasil dari rapat tersebut adalah sebagai berikut:

1.

2.

3.

Penyampaian teknis secara umum dan
peralatan yang dibutuhkan pada saat validasi.
Pendampingan dari BAPPEDA, hanya di
kecamatan tertentu saja.

Perangkat desa yang hadir minimal dua
orang tiap desa.

Batas desa antar kecamatan apabila ada
masalah akan di jadwalkan.

Ada sebagian perangkat desa yang ingin
turun ke lapangan.

Mengundang Perangkat Desa dan juga dari
PERHUTANI, Tata Pemerintahan, PT.
Perkebunan Nusantara, dan lainnya yang
berkaitan.
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7. Validasi di Kecamatan Lumajang

diselenggarakan pada tanggal 28 Januari
2016 di kantor Kecamatan Lumajang.

3.3.3. Teknis Validasi

Kegiatan validasi batas administrasi desa di

Kecamatan Lumajang dilakukan dengan tahapan
sebagai berikut:

V.

Mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan
untuk kegiatan validasi batas.
Mengumpulkan  perangkat desa dan
kecamatan untuk melakukan validasi batas
administrasi desa di Kecamatan Lumajang
Pembukaan kegiatan validasi yang dibuka
oleh Camat atau wakilnya dan BAPPEDA.
Penjelasan teknis kegiatan validasi batas
administrasi desa oleh Tim Validasi Batas
secara jelas dan persuasif kepada
perangkat-perangkat desa.

Gambar 3.8. Penjelasan teknis kegiatan
Validasi Batas

Pembagian peta kerja kepada perangkat
desa yang mewakili desa masing-masing.
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Vi.

Vii.

Menampilkan  Citra  desa-desa  pada
Kecamatan Lumajang di layar proyektor.
Diskusi terbuka antar perangkat desa untuk
menentukan batas desanya masing-masing
dengan menggunakan peta Kkerja yang
sudah dibagikan dan dokumen validasi
batas atau peta krawangan masing-masing
desa.

Gambar 3.9. Peta Krawangan Desa

Menunjukan kepada operator Tim Validasi
Batas, batas-batas yang sudah disepakati
oleh kedua desa yang berbatasan.

Diskusi antara operator dan 2 desa yang
berbatasan di depan laptop yang digunakan
untuk editing batas desa.



Xi.

Xii.

51

Gambar 3.10. Diskusi Operator Tim
Validasi Batas dan Perangkat Desa

Mengontrol jalannya kegiatan validasi agar
kondusif oleh seorang moderator, dan
memberikan arahan yang jelas terhadap
perangkat desa.

Diskusi Terbuka antara Tim Validasi Batas
dan  Perangkat Desa yang saling
berbatasan.

Menandatangani  hasil ~ validasi  batas
administrasi desa dalam berita acara oleh
perangkat desa.

Gambar 3.11. Berita Acara yang sudah
ditandatangani oleh Perangkat Desa
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“ Halaman ini sengaja dikosongkan’

’



4.1.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Validasi Batas Administrasi Desa
4.1.1. Digitasi Batas Desa Kecamatan Lumajang Pada Peta
Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:25.000

Digitasi batas desa Kecamatan Lumajang pada peta
RBI skala 1:25.000 menghasilkan batas yang tidak
terlalu detil jika di-overlay dengan citra tegak resolusi
tinggi Pleiades Kecamatan Lumajang. Untuk itu
dilakukan editing dan smoothing batas sesuai dengan
citra yang digunakan nantinya sebagai peta kerja dalam
kegiatan penetapan batas desa. Hasil editing dan
smoothing batas desa sebagai berikut.
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Nama Pekerjaan:
Validasi Batas Administrasi Batas Desa
Kecamatan Lumajang Tahun 2016

Gambar 4.1. Hasil editing digitasi batas desa di

Kecamatan Lumajang pada RBI.




55

4.1.2. Hasil Validasi Batas Desa Kecamatan Lumajang
Pada kegiatan penetapan batas desa Kecamatan
Lumajang menghasilkan batas desa Kecamatan
Lumajang yang sudah disepakati oleh berbagai pihak.
Terdapat perbedaan yang besar dengan batas sebelum
validasi sehingga dapat terlihat dengan kasat mata
seperti gambar berikut.
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Kecamatan Lumajang.
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Panjang Segmen Batas

Berdasarkan validasi batas administrasi desa di
Kecamatan Lumajang didapat perbedaan panjang batas
pada tabel di bawah ini.

4.1.4.

Tabel 4.1. Panjang Segmen Batas
Segmen Segmen Batas
No. Nama Desa Batas RBI Validasi
(Meter) (Meter)
1 | Banjarwaru 12103,532 8463,299
2 | Labruk Lor 9217,652 9010,375
3 | Citrodiwangsan | 8900,919 10765,633
4 | Ditotrunan 7812,158 8419,535
5 | Jogotrunan 7993,375 13697,961
6 | Denok 9151,310 11587,862
7 | Blukon 8512,141 9483,168
8 | Boreng 15105,616 16442,343
9 | Jogoyudan 6886,847 7752,359
10 | Rogotrunan 9053,264 9991,089
11 | Tompokersan 8617,243 8360,930
12 | Kepuharjo 7324,464 11675,416

Panjang Batas Alam dan Batas Buatan

Segmen batas administrasi desa di Kecamatan
Lumajang berdasarkan unsur batas wilayah yang dilalui
dibagi menjadi dua unsur yaitu batas alam dan batas
buatan. Batas alam meliputi sungai, pohon, dan danau
sedangkan batas buatan meliputi saluran irigasi, sawah,
jalan, rumah, dan garis khayal. Pada tabel 4.2.
dijelaskan mengenai panjang unsur batas yang terdapat
di Kecamatan Lumajang.
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Tabel 4.2. Batas Alam dan Batas Buatan

Panjang Segmen Batas

Jenis Segmen (Meter)
No. Sebelum Sesudah
Batas Penetapan | Penetapan
Batas Batas
Sungai | 39928,047 | 45111,557
1 | Alam | Pohon 4752,115 4284,584
Danau 0 664,689
Irigasi 5341,211 14031,717
Sawah 8761,439 7217,714
2 | Buatan | Jalan 14094,949 12419,620
Rumah | 5950,487 1213,688
Khayal | 500,254 883,033
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Luas Administrasi Desa Hasil Validasi Batas

Hasil dari validasi batas administrasi desa di
Kecamatan Lumajang memperoleh luasan desa masing-
masing di Kecamatan Lumajang. Berikut ini adalah
tabel luas dari sebelum dan sesudah validasi batas
administrasi desa di Kecamatan Lumajang.

Tabel 4.3. Luas Hasil VValidasi Batas

4.1.6.

Luas Batas | Luas Batas

No. Nama Desa Seb‘?'“”.‘ Sesgdah

Validasi Validasi

(Meter?) (Meter?)
1 | Banjarwaru 1935260,715 | 1774972,610
2 | Labruk Lor 2725954,660 | 2573348,624
3 | Citrodiwangsan | 1861466,571 | 2235016,473
4 | Ditotrunan 1687942,193 | 1628579,526
5 | Jogotrunan 1680963,322 | 2951043,217
6 | Denok 3204476,565 | 3268072,713
7 | Blukon 1979743,224 | 2234017,176
8 | Boreng 4925964,135 | 4005904,477
9 | Jogoyudan 1863892,922 | 2108829,579
10 | Rogotrunan 2078883,418 | 1995960,517
11 | Tompokersan 2103964,646 | 2100486,076
12 | Kepuharjo 2327606,645 | 3121219,359

Peta Validasi Batas Administrasi Desa Kecamatan
Lumajang

Berikut ini merupakan peta batas administrasi
desa di Kecamatan Lumajang yang merupakan hasil
kegiatan validasi batas.
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Kelurahan Citrodiwangsan
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Gambar 4.7. Peta Kelurahan Citrodiwangsan
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Kelurahan Jogoyudan

Kelurahan Rogotrunan
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. Kelurahan Tompokersan

Gambar 4.15. Peta Kelurahan T—ompokersan

Kelurahan Kepuharjo
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4.1.7. Status Batas Wilayah

Validasi batas administrasi desa di Kecamatan
Lumajang menghasilkan status segmen batas. Status
segmen batas desa/kelurahan di Kecamatan Lumajang
dibagi menjadi tiga jenis yaitu batas valid, batas
sengketa, dan batas belum diketahui. Batas valid adalah
batas yang sudah disepakati oleh perangkat desa yang
berbatasan tanpa ada permasalahan yang menyangkut
batas tersebut. Batas sengketa adalah batas yang
terdapat perbedaan pendapat kedua perangkat desa yang
berbatasan terhadap claim wilayah yang berhubungan
dengan batas desa. Batas belum diketahui adalah batas
yang pada saat dilakukan kegiatan validasi, salah satu
perangkat desa tidak mengetahui batasnya secara jelas.

Tabel 4.4. Status Segmen Batas Hasil Validasi

Batc_sms Batas gjharz
Nama Desa Valid Sengketa Diketahui
(Meter) (Meter) (Meter)
Banjarwaru 8463,299 0 0
Labruk Lor 9010,375 0 0
Citrodiwangsan | 9768,055 | 66,418 931,159
Ditotrunan 8419,535 0 0
Jogotrunan 13697,961 0 0
Denok 11587,862 0 0
Blukon 8903,297 0 579,871
Boreng 14311,105 0 2131,237
Jogoyudan 6200,993 0 1551,366
Rogotrunan 9648,420 0 342,669
Tompokersan 7951,842 66,418 342,669
Kepuharjo 11675,416 0 0
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4.1.8. Titik Kartometrik Batas Wilayah
a. Desa Banjarwaru

Titik kartometrik yang terdapat pada desa
Banjarwaru berjumlah 300 titik dalam shapefile yang
tersebar di setiap garis segmen batas untuk mewakili
batas wilayah yang berisi informasi koordinat dari
lokasi titik dan daerah yang bersinggungan dengan
titik kartometrik.

Keterangan:
« = | Titik Kartometrik
: Batas Valid

Gambar 4.17. Titik kartometrik Desa Banjarwaru
Note: Gambar lebih jelas terdapat di Lampiran 3.

b. Desa Labruk Lor
Titik kartometrik yang terdapat pada Desa
Labruk Lor berjumlah 250 titik dalam shapefile yang
tersebar di setiap garis segmen batas untuk mewakili
batas wilayah yang berisi informasi koordinat dari
lokasi titik dan daerah yang bersinggungan dengan
titik kartometrik
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Keterangan: |
« = | Titik Kartometrik

: Batas Valid
Gambar 4.18. Titik kartometrik Desa Labruk Lor

Note: Gambar lebih jelas terdapat di Lampiran 3.

. Kelurahan Citrodiwangsan

Titik kartometrik yang terdapat pada Kelurahan
Citrodiwangsan berjumlah 281 titik dalam shapefile
yang tersebar di setiap garis segmen batas untuk
mewakili batas wilayah yang berisi informasi
koordinat dari lokasi titik dan daerah yang
bersinggungan dengan titik kartometrik.
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Keterangan:
« = . Titik Kartometrik
: Batas Valid

Gambar 4.19. Titik kartometrik Kelurahan
Citrodiwangsan

Note: Gambar lebih jelas terdapat di Lampiran 3.

. Kelurahan Ditotrunan

Titik kartometrik yang terdapat pada Kelurahan
Ditotrunan berjumlah 267 titik dalam shapefile yang
tersebar di setiap garis segmen batas untuk mewakili
batas wilayah yang berisi informasi koordinat dari
lokasi titik dan daerah yang bersinggungan dengan
titik kartometrik.
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Keterangan:
« = . Titik Kartometrik
: Batas Valid

Gambar 4.20. Titik kartometrik Kelurahan
Ditotrunan

Note: Gambar lebih jelas terdapat di Lampiran 3.

. Kelurahan Jogotrunan

Titik kartometrik yang terdapat pada Kelurahan
Jogotrunan berjumlah 453 titik dalam shapefile yang
tersebar di setiap garis segmen batas untuk mewakili
batas wilayah yang berisi informasi koordinat dari
lokasi titik dan daerah yang bersinggungan dengan
titik kartometrik.
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Keterangan:
« = | Titik Kartometrik
: Batas Valid

Gambar 4.21. Titik kartometrik Kelurahan
Jogotrunan

Note: Gambar lebih jelas terdapat di Lampiran 3.

. Desa Denok

Titik kartometrik yang terdapat pada Desa Denok
berjumlah 390 titik dalam shapefile yang tersebar di
setiap garis segmen batas untuk mewakili batas
wilayah yang berisi informasi koordinat dari lokasi
titik dan daerah yang bersinggungan dengan titik
kartometrik.
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Keterangan:
« = | Titik Kartometrik
: Batas Valid

Gambar 4.22. Titik kartometrik Desa Denok

Note: Gambar lebih jelas terdapat di Lampiran 3.

. Desa Blukon

Titik kartometrik yang terdapat pada Desa
Blukon berjumlah 274 titik dalam shapefile yang
tersebar di setiap garis segmen batas untuk mewakili
batas wilayah yang berisi informasi koordinat dari
lokasi titik dan daerah yang bersinggungan dengan
titik kartometrik.
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L

eterangan:
« = | Titik Kartometrik
: Batas Valid

Gambar 4.23. Titik kartometrik Desa Blukon
Note: Gambar lebih jelas terdapat di Lampiran 3.

. Desa Boreng

Titik kartometrik yang terdapat pada Desa
Boreng berjumlah 488 titik dalam shapefile yang
tersebar di setiap garis segmen batas untuk mewakili
batas wilayah yang berisi informasi koordinat dari
lokasi titik dan daerah yang bersinggungan dengan
titik kartometrik.
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eteagan.
« = | Titik Kartometrik
: Batas Valid

Gambar 4.24. Titik kartometrik Desa Boreng
Note: Gambar lebih jelas terdapat di Lampiran 3.

Kelurahan Jogoyudan

Titik kartometrik yang terdapat pada Kelurahan
Jogoyudan berjumlah 188 titik dalam shapefile yang
tersebar di setiap garis segmen batas untuk mewakili
batas wilayah yang berisi informasi koordinat dari
lokasi titik dan daerah yang bersinggungan dengan
titik kartometrik.
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Ketrangan: |
« = | Titik Kartometrik
: Batas Valid

Gambar 4.25. Titik kartometrik Kelurahan
Jogoyudan

Note: Gambar lebih jelas terdapat di Lampiran 3.

Kelurahan Rogotrunan

Titik kartometrik yang terdapat pada Kelurahan
Rogotrunan berjumlah 236 titik dalam shapefile yang
tersebar di setiap garis segmen batas untuk mewakili
batas wilayah yang berisi informasi koordinat dari
lokasi titik dan daerah yang bersinggungan dengan
titik kartometrik.



78

Keterang:
« = | Titik Kartometrik
: Batas Valid

Gambar 4.26. Titik kartometrik Kelurahan
Rogotrunan

Note: Gambar lebih jelas terdapat di Lampiran 3.

. Kelurahan Tompokersan

Titik kartometrik yang terdapat pada Kelurahan
Tompokersan berjumlah 200 titik dalam shapefile
yang tersebar di setiap garis segmen batas untuk
mewakili batas wilayah yang berisi informasi
koordinat dari lokasi titik dan daerah yang
bersinggungan dengan titik kartometrik.
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eterangan: o
« = | Titik Kartometrik
: Batas Valid

Gambar 4.27. Titik kartometrik Kelurahan
Tompokersan

Note: Gambar lebih jelas terdapat di Lampiran 3.

Kelurahan Kepuharjo

Titik kartometrik yang terdapat pada Kelurahan
Kepuharjo berjumlah 380 titik dalam shapefile yang
tersebar di setiap garis segmen batas untuk mewakili
batas wilayah yang berisi informasi koordinat dari
lokasi titik dan daerah yang bersinggungan dengan
titik kartometrik.
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Keteragan:
« = | Titik Kartometrik
: Batas Valid

Gambar 4.28. Titik kartometrik Kelurahan
Kepuharjo

Note: Gambar lebih jelas terdapat di Lampiran 3.

4.2. Analisa Kartometrik
4.2.1. Analisa Segmen Batas
a. Panjang Segmen Batas

Dalam penelitian mengenai penetapan batas
administrasi desa menggunakan metode kartometrik
ini, hasil delineasi batas desa pada peta RBI skala
1:25.000 tahun 2012 di Kecamatan Lumajang. Dari
hasil validasi batas administrasi desa di Kecamatan
Lumajang menggunakan metode kartometrik ini,
ditemukan garis segmen batas desa yang berbeda
seperti pada tabel 4.5. yang dipengaruhi oleh
beberapa faktor yaitu:
1. Perbedaan resolusi spasial citra yang digunakan
2. Orthorektifikasi citra
3. Tahun citra yang digunakan
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Tabel 4.5. Analisa Panjang Segmen Batas

Perbedaan Banyak
No. Nama Desa | Panjang | Perbedaan

(Meter) Segmen

1 | Banjarwaru 3640,232 9 Segmen
2 | Labruk Lor 207,276 5 Segmen
3 | Citrodiwangsan | 1864,713 | 11 Segmen
4 | Ditotrunan 607,376 7 Segmen
5 | Jogotrunan 5704,586 7 Segmen
6 | Denok 2436,552 8 Segmen
7 | Blukon 971,027 7 Segmen
8 | Boreng 1336,726 | 10 Segmen
9 | Jogoyudan 865,512 6 Segmen
10 | Rogotrunan 937,825 7 Segmen
11 | Tompokersan 256,312 13 Segmen
12 | Kepuharjo 4350,952 | 11 Segmen

Segmen batas yang berbeda terletak antara:

1. Desa Banjarwaru bagian utara, barat, timur,
selatan

2. Desa Labruk Lor bagian selatan, timur

3. Kelurahan Citrodiwangsan bagian utara,
barat, timur, selatan

4. Kelurahan Ditotrunan bagian utara, barat,
timur

5. Kelurahan Jogotrunan bagian utara, barat,
timur, selatan

6. Desa Denok bagian utara, barat, selatan

7. Desa Blukon bagian barat, selatan

8. Desa Boreng bagian utara, barat, timur,
selatan

9. Kelurahan Jogoyudan bagian utara, barat,
timur, selatan
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Kelurahan Rogotrunan bagian utara, barat,

selatan

Kelurahan Tompokersan bagian utara, barat,

timur, selatan

Kelurahan Kepuharjo bagian utara, barat,

timur, selatan

b. Perbedaan Luas Wilayah
Dalam melakukan validasi batas administrasi
desa, perlu dilakukannya kontrol
dengan cara membandingkan luas desa sebelum dan
sesudah validasi. Setelah dianalisis, hasil yang
diperoleh adalah adanya perbedaan yang jauh
terhadap luas data batas administrasi desa sebelum
dan sesudah validasi seperti pada tabel berikut ini.

kualitas data

Tabel 4.6. Perbedaan Luas Sebelum dan Sesudah
Validasi Batas Administrasi Desa

Perbedaan Perbedaan
No. Nama Desa Luas RBI Luas BPS
(Meter?) (Meter?)

1 | Banjarwaru 160288,105 44972,609
2 | Labruk Lor 152606,036 | 1246651,376
3 | Citrodiwangsan | 373549,902 | 465016,473
4 | Ditotrunan 59362,666 791420,473
5 | Jogotrunan 1270079,895 | 331043,217
6 | Denok 63596,148 168072,713
7 | Blukon 254273,951 | 324017,175
8 | Boreng 920059,657 | 505904,476
9 | Jogoyudan 244936,657 | 391170,420
10 | Rogotrunan 82922,900 84039,483
11 | Tompokersan 3478,569 649513,923
12 | Kepuharjo 793612,714 | 1061219,359
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Perbedaan Luas RBI dengan Luas
Hasil Validasi Batas Desa (Meter?)
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Jogotrunan

Gambar 4.30. Diagram perbedaan luas hasil
digitasi RBI dengan hasil validasi batas desa
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Perbedaan Luas BPS dengan Luas
Hasil Validasi Batas Desa (Meter?)
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Gambar 4.31. Diagram perbedaan luas data
BPS dengan hasil validasi batas desa
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c. Segmentasi Batas

Berdasarkan data batas alam dan buatan pada
tabel 4.2. terdapat perbedaan panjang segmen batas
alam dan buatan sebelum dan sesudah validasi. Batas
alam yang mengalami perbedaan yaitu 5183,5101
meter sungai; 467,5317 meter pohon; dan 664,6894
meter danau. Batas buatan yang mengalami
perbedaan yaitu 8690,5063 meter irigasi; 1543,7255
meter sawah; 1675,3286 meter jalan; 4736,7989
meter rumah; dan 382,7789 meter khayal. Berikut ini
adalah diagram perbedaan segmen batas alam dan
buatan.

Perbedaan Panjang Batas Alam dan
Buatan Dari Hasil Digitasi dengan
Hasil Validasi Batas Desa (Meter)

Khayal
Rumah

Jalan

Buatan

Sawah
Irigasi
Danau

Pohon

Alam

Sungai

0 2000 4000 6000 8000 10000

Gambar 4.32. Diagram perbedaan panjang segmen
batas alam dan buatan dari hasil digitasi dengan hasil
validasi batas
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4.2.2. Analisa Status Batas Wilayah

Status batas wilayah yang didapat dari hasil validasi
batas terbagi menjadi 3 jenis, yaitu Batas valid, Batas
sengketa, Batas tidak diketahui. Batas valid merupakan
Batas yang sudah disepakati oleh kedua perangkat desa
yang berbatasan pada kegiatan validasi batas. Batas
sengketa merupakan batas yang belum disepakati pada
saat kegiatan validasi batas dikarenakan adanya
sengketa lahan atau adanya lahan yang tidak diakui oleh
kedua perangkat desa. Sedangkan batas tidak diketahui
merupakan batas yang tidak diketahui oleh salah satu
perangkat desa pada saat kegiatan validasi batas.
Tampilan status batas wilayah dapat dilihat pada
gambar berikut ini.
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Gambar 4.33. Status batas wilayah di Kecamatan

Lumajang
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a. Desa Banjarwaru
Total panjang segmen batas yang terletak di Desa
Banjarwaru adalah 8463,29997754 meter dimana
semuanya valid tidak ada permasalahan.

b. Desa Labruk Lor
Total panjang segmen batas yang terletak di Desa
Labruk Lor adalah 8463,29997754 meter dimana
semuanya valid tidak ada permasalahan.

c. Kelurahan Citrodiwangsan

Total panjang segmen batas yang terletak di
Kelurahan Citrodiwangsan adalah 9768,0555 meter
dimana 66,4189 meter merupakan batas sengketa
dan 931,1592 meter merupakan batas yang tidak
diketahui. Segmen batas yang berstatus belum
diketahui terletak di sebelah utara dan Dbarat
berbatasan dengan kecamata Sukodono. Segmen
batas yang berstatus sengketa terletak di sebelah
timur berbatasan dengan Kelurahan Tompokersan.
Berikut ini akan ditampilkan status batas pada
Kelurahan Citrodiwangsan.
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Gambar 4.34. Status batas wilayah di Kelurahan
Citrodiwangsan

Dari gambar di atas didapatkan hipotesa untuk batas
sengketa Kelurahan Citrodiwangsan dan Kelurahan
Tompokersan bahwa batas yang benar mengikuti
batas dari Kelurahan Citrodiwangsan.
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Keterangan:

: Batas valid

: Batas sengketa Kelurahan Tompokersan

: Batas sengketa Kelurahan Citrodiwangsan

Gambar 3.35. Tampilan batas sengketa Kelurahan
Citrodiwangsan

Karena batas yang ditunjukan oleh perangkat
desa Kelurahan Tompokersan (Garis berwarna biru
pada Gambar 3.35.) memotong suatu rumah.
Perangkat desa Kelurahan Tompokersan pun kurang
mengetahui wilayah tersebut.
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. Kelurahan Ditotrunan

Total panjang segmen batas yang terletak di
Kelurahan Ditotrunan adalah 8419,5350 meter
dimana semuanya valid tidak ada permasalahan.

. Kelurahan Jogotrunan

Total panjang segmen batas yang terletak di
Kelurahan Jogotrunan adalah 13697,9619 meter
dimana semuanya valid tidak ada permasalahan.

. Desa Denok

Total panjang segmen batas yang terletak di Desa
Denok adalah 11587,8629 meter dimana semuanya
valid tidak ada permasalahan.

. Desa Blukon

Total panjang segmen batas yang terletak di Desa
Blukon adalah 8903,2971 meter dimana 579,8713
meter merupakan batas yang belum diketahui.
Segmen batas yang berstatus belum diketahui
terletak di sebelah barat berbatasan dengan Desa
Boreng. Berikut ini akan ditampilkan status batas
pada Desa Blukon.
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Gambar 4.36. Status batas wilayah di Desa Blukon

. Desa Boreng

Total panjang segmen batas yang terletak di Desa
Boreng adalah 14311,1053 meter dimana 2131,2378
meter merupakan batas yang belum diketahui.
Segmen batas yang berstatus belum diketahui
terletak di sebelah timur berbatasan dengan Desa
Blukon dan sebelah barat berbatasan dengan
Kelurahan Jogoyudan. Berikut ini akan ditampilkan
status batas pada Desa Boreng.
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Gambar 4.37. Status batas wilayah di Desa Boreng

Kelurahan Jogoyudan

Total panjang segmen batas yang terletak di
Kelurahan Jogoyudan adalah 6200,9930 meter
dimana 1551,3665 meter merupakan batas yang
belum diketahui. Segmen batas yang berstatus belum
diketahui terletak di sebelah timur berbatasan dengan
Desa Boreng. Berikut ini akan ditampilkan status
batas pada Kelurahan Jogoyudan.
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Gambar 4.38. Status batas wilayah di Kelurahan
Jogoyudan

j. Kelurahan Rogotrunan

Total panjang segmen batas yang terletak di
Kelurahan Rogotrunan adalah 9648,4202 meter
dimana 342,6690 meter merupakan batas yang
belum diketahui. Segmen batas yang berstatus belum
diketahui terletak di sebelah barat berbatasan dengan
Kelurahan ~ Tompokersan.  Berikut ini  akan
ditampilkan status batas pada Kelurahan Rogotrunan.
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Gambar 4.39. Status batas wilayah di Kelurahan
Rogotrunan

. Kelurahan Tompokersan

Total panjang segmen batas yang terletak di
Kelurahan Tompokersan adalah 7951,8427 meter
dimana 66,4189 meter merupakan batas sengketa
dan 342,6690 meter merupakan batas yang belum
diketahui. Segmen batas yang berstatus sengketa
terletak di sebelah barat berbatasan dengan
Kelurahan Citrodiwangsan dan yang berstatus belum
diketahui terletak di sebelah timur berbatasan dengan
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Kelurahan Rogotrunan. Berikut ini akan ditampilkan
status batas pada Kelurahan Tompokersan.
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Gambar 4.40. Status batas wilayah di Kelurahan
Tompokersan

Dari gambar di atas didapatkan hipotesa untuk batas
sengketa Kelurahan Citrodiwangsan dan Kelurahan
Tompokersan bahwa batas yang benar mengikuti
batas dari Kelurahan Citrodiwangsan.
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Gambar 4.41. Tampilan batas sengketa Kelurahan
Tompokersan

Karena batas yang ditunjukan oleh perangkat
desa Kelurahan Tompokersan (Garis berwarna biru
pada Gambar 3.35.)) memotong suatu rumah.
Perangkat desa Kelurahan Tompokersan pun kurang
mengetahui wilayah tersebut.
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I. Kelurahan Kepuharjo
Total panjang segmen batas yang terletak di
Kelurahan Kepuharjo adalah 11675,4169 meter
dimana semuanya valid tidak ada permasalahan.

4.2.3. Analisa Titik Kartometrik

Titik kartometrik merupakan titik yang ditempatkan
disepanjang segmen batas wilayah. Titik tersebut
berisikan informasi mengenai koordinat letak titik dan
nama kelurahan yang bersinggungan dengan titik
kartometrik tersebut. Penentuan titik kartometrik ini
dirasa sangat efisien, dimana titik tersebut dapat
mewakili secara utuh setiap titik belok pada garis batas
wilayah tanpa dipengaruhi.

Terdapat 3707 titik kartometrik batas desa yang
tersebar di Kecamatan Lumajang dengan penomeran
sesuai dengan format yang ditentukan. Tabel 4.6.
merupakan tabel kode wilayah penomeran titik
kartometrik antar desa di Kecamatan Lumajang yang
mengacu pada Permendagri nomor 45 tahun 2016.

Tabel 4.7. Kode Wilayah Administrasi

Titik Kartometrik Wilayah
TK Titik Kartometrik
35 Provinsi Jawa Timur
08 Kabupaten Lumajang
060 Kecamatan Lumajang
008 Desa Banjarwaru
009 Desa Labruk Lor
010 Kelurahan Citrodiwangsan
011 Kelurahan Ditotrunan
012 Kelurahan Jogotrunan
013 Desa Denok
014 Desa Blukon
015 Desa Boreng
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016 Kelurahan Jogoyudan
017 Kelurahan Rogotrunan
018 Kelurahan Tompokersan
019 Kelurahan Kepuharjo

Format penulisan titik kartometrik berdasarkan
Permendagri nomor 45 tahun 2016 tentang Penetapan
dan Penegasan Batas Desa diurutkan dari kode titik
kartometrik disambung dengan kode provinsi, kode
kabupaten, kode kecamatan 1, kode desa/kelurahan 1,
kode kecamatan 2, kode desa/kelurahan 2, dan 3 digit
terakhir adalah nomor titik kartometrik seperti cotoh

berikut.

1. TK35.08.060.008-060.009-001

Sistem penomeran tersebut merupakan titik

kartometrik  yang  berhimpitan  dengan

desa/kelurahan di kecamatan yang sama dengan 001

merupakan nomor titik kartometrikya.

Gambar 4.42. Letak titik kartometrik contoh 1
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2. TK35.08.060.009-060.010-060.011-001
Sistem penomeran tersebut merupakan titik
kartometrik  yang berhimpitan dengan tiga
desa/kelurahan di kecamatan yang sama dengan 001
merupakan nomor titik kartometrikya.

Gambar 4.43. Letak titik kartometrik contoh 2

3. TK35.08.060.008-061.008-001
Sistem penomeran tersebut merupakan titik
kartometrik  yang berhimpitan dengan tiga
desa/kelurahan di kecamatan yang berbeda dengan
001 merupakan nomor titik kartometriknya.
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PETAHUNAN

Gambar 4.44. Letak titik kartometrik contoh 3

4. TK35.08.060.010-060.011-060.012-060.016-
060.017-001
Sistem penomeran tersebut merupakan titik
kartometrik  yang berhimpitan dengan lima
desa/kelurahan di kecamatan yang sama dengan 001
merupakan nomor titik kartometriknya.
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4.2.4. Analisa Yuridis Berdasarkan Permendagri No.45
Tahun 2016
a. Teknis Validasi
Dari tahapan pelaksanaan kegiatan Validasi

Batas muncul berbagai permasalahan, yaitu:

1. Waktu yang terbatas ketika melakukan validasi
hari jum’at karena jam kerja informan sampai
jam 11.00

2. Adanya perangkat desa yang tidak hadir dalam
melakukan validasi, yaitu Desa Banjarwaru,
sehingga harus dilakukan penjadwalan ulang.

3. Perangkat desa sebagian tidak mengetahui
batasnya.

4. Berita acara pada kegiatan validasi tidak
menjelaskan  permasalahan  apakah batas
tersebut tidak diketahui/sengketa tetapi hanya
menjelaskan segmen batas antar desa menurut
mata angin.

Berdasarkan tahapan pelaksanaan validasi batas
desa perlu mendapat perbaikan untuk Kkegiatan
validasi selanjutnya dapat berjalan dengan lancar,
yaitu:

1. Perlunya diberitahukan kepada perangkat-
perangkat desa dalam forum Focus Group
Discussion (FGD) sebelum melakukan kegiatan
validasi bahwa batas desa masing-masing harus
sudah dilakukan survey pendahuluan oleh
perangkat desa yang nantinya ikut kegiatan
validasi, yaitu dengan mendokumentasikan
lokasi batas-batas desa secara jelas di lapangan
sehingga ketika kegiatan validasi pihak desa
mengetahui batasnya masing-masing.

2. Pada kegiatan validasi batas desa di Kecamatan
Lumajang tidak menggunakan berita acara pada
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pengumpulan dan penelitian dokumen dan
berita acara pemilihan peta dasar.

3. Pada kegiatan validasi batas desa di Kecamatan
Lumajang, indikasi awal yang disebutkan
Permendagri tidak didapatkan pada penelitian
dokumen, tetapi indikasi awal batas desa
didapat dari hasil digitasi RBI. Sedangkan
penelitian dokumen pada validasi batas desa
hanya sebagai data pendukung dalam kegiatan
validasi.

4. Berita acara perlu menjelaskan tentang batas
yang sengketa dan batas yang belum diketahui
oleh perangkat desa.

b. Implementasi pada Kecamatan Lumajang
Kesesuaian proses implementasi validasi batas
administrasi desa di Kecamatan Lumajang
berdasarkan Permendagri No. 45 tahun 2016 tentang
Penetapan dan Penegasan Batas Desa terdapat dalam
tabel 4.8. di bawah ini.

Tabel 4.8. Kesesuaian Implementasi Permendagri No.
45 Tahun 2016 Tentang Penetapan dan Penegasan
Batas Desa

Berdasarkan Validasi Batas
Berdasarkan Permendagri Administrasi Desa di Kecamatan
No. 45 tahun 2016 Lumajang tahun 2016

Sesuai Tidak Sesuai

Peta kretek batas
a. Mengumpulkan dokumen desa . dan
Monografi
batas
Kecamatan
Lumajang
Penelitian
b.Meneliti dokumen batas dokumen
sebagai indikasi awal garis dilakukan pada
batas saat  kegiatan
validasi, untuk
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indikasi  awal
garis batas
didapatkan dari
hasil  digitasi
batas peta RBI

c.Pembuatan berita acara
pengumpulan dan
penelitian dokumen batas

Tidak ada berita
acara penelitian
dokumen batas

tinggi dan data
pendukung lain

a. Menggunakan peta
RBI skala 1:5000
sebagai peta dasar
b. Dapat Citra tegak
menggunakan citra | resolusi tinggi
tegak resolusi tinggi | Pleiades yang
bila tidak tersedia | sudah di
RBI, minimal | orthorektifikasi
resolusi spasial 4 | dengan resolusi
meter spasial 0,5m
c. Dapat
menggunakan peta
RBI dan citra tegak
bersamaan
d. Dapat Menggunakan
menambahkan peta | peta kretek dan
dan data pendukung | hasil digitasi RBI
lainnya untuk | sebagai data
membantu pendukung pada
penarikan garis | kegiatan validasi
batas. batas
e. Pembuatan berita Tidak ada berita
acara pemilihan acara pemilihan
peta dasar peta dasar
a. Pembuatan peta
kerja
Citra pleiades
Menggunakan yang sudah
peta dasar | diorthorektifikasi
dan/atau citra | sebagai peta
tegak  resolusi | dasar. Peta kretek

dan hasil digitasi
RBI sebagai data
pendukung
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Peta kerja dibuat
pada skala
terkecil 1:10.000
dan dicetak pada
kertas A0 maka
dapat  disajikan
pada  beberapa
lembar peta.

Apabila terdapat
desa/kelurahan
yang tidak dapat
disajikan dalam 1
lembar peta skala
1:10.000 ukuran
A0 maka dapat
disajikan dalam
beberapa lembar
peta.

Penomoran
lembar peta
menggunakan
perpaduan antara
angka yang
mewakili  kolom
dan huruf yang
mewakili baris.

Peta kerja di
buat dengan
skala
menyesuaikan
pada ukuran
kertas A3

Spesifikasi peta
kerja
- Datum
Horisontal:
SRGI 2013
Ellipsoid
Referensi:
WGS84
Sistem
Proyeksi Peta:
Universal
Transverse
Mercator
(UTM)
Sistem  Grid:
UTM  dengan
grid  geografis
dan metrik

- Ellipsoid
Referensi:
WGS84

- Sistem
Proyeksi: UTM

- Datum
horisonal:
DGNO95

- Sistem Grid:
UTM tanpa
grid
geografis dan
metrik
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b. Layout peta kerja ;—é?]algn sesual
sesual lampiran spesgifikasi bisa
permendagri No.45 dilihat ' ada
tahun 2016 lampiran P

Penarikan garis

c.  Penarikan garis batas dilakukan

batas di atas peta

Dilakukan di atas
peta kerja
berdasarkan

dokumen penelitian
dan hasil klarifikasi
tim penegasan batas

langsung di
dalam  laptop
berdasarkan
dokumen
penelitian  dan
hasil klarifikasi
tim  penetapan
batas

Penetuan titik
kartometrik sesuai

d.  Penentuan titik dengan spesifikasi
kartometrik gan spes
Permendagri
No.45 tahun 2016
Berita acara
tidak sesuai
e. Pembuatan berita dengan form 4.
acara permendagri
No.45 tahun
2016
Penyajian peta
penetapan batas
desa tidak
. sesuai  dengan
f.  Penyajian peta spesifikasi
penetapan batas -
desa permendagri
No.45 tahun
20186, bisa
dilihat pada
lampiran

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan
bahwa masih terdapat tahapan validasi batas yang
tidak sesuai dengan permendagri No.45 tahun 2016
tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
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c. Kelebihan dan Kekurangan Metode Kartometrik

Kelebihan Metode Kartometrik:

Lebih efektif dan efisien dalam penetapan
batas.

Penyimpanan data lebih cepat dan teratur.
Hemat biaya dalam pelaksanaan kegiatan
penetapan batas.

Waktu yang dibutuhkan lebih sedikit dalam
penetapan batas.

Batas yang sudah ditetapkan dapat bertahan
lama.

Dapat memvalidasi daerah batas yang sulit
untuk dijangkau.

Kekurangan Metode Kartometrik:

Peta sulit diinterpretasi oleh Perangkat Desa
dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang
pembacaan peta sehingga banyaknya waktu
yang terbuang.

Metode  Kartometrik  termasuk  dalam
pemetaan  partisipatif ~ sehingga  proses
kegiatan validasi bergantung pada informasi
Perangkat Desa.

d. Kesesuaian Ketelitian Peta dengan PP No.8
Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata

Ruang

i. Ketelitian Geometris

Sistem Referensi Geospasial menggunakan
SRGI 2013

Skala yang digunakan dalam pembuatan peta
batas desa yaitu 1: 5000 — 1:25.000

Unit Pemetaan adalah pembagian ruang
terkecil atau hierarki terkecil dalam suatu
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peta tematik yang digunakan untuk
menampilkan informasi tematik dalam
penyusunan tata ruang. Unit pemetaan
berupa batas desa.

ii. Ketelitian Muatan Ruang

Kerincian kelas unsur yang ditampilkan
adalah batas desa dan batas kecamatan
Simbolisasi: Pada PP No.8 Tahun 2013 tidak
mengatur simbol yang digunakan untuk
batas desa dan batas kecamatan.
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“Halaman ini sengaja dikosongkan”



BAB V
KESIMPULAN

5.1. _Kesimpulan
Adapun kesimpulan dari hasil penelitian validasi batas

ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam proses kegiatan validasi batas administrasi di
Kecamatan Lumajang, masih ada ketidaksesuaian
terhadap Permendagri No.45 tahun 2016 tentang
Penetapan dan Penegasan Batas Desa vyaitu tidak
adanya berita acara pada saat penelitian dokumen
batas, kurangnya dokumen batas yang diberikan oleh
pihak perangkat desa dua hal ini mengakibatkan
kurangnya informasi yang didapatkan tim validasi.
Sedangkan untuk peta kerja yang dibuat dengan kertas
A3 tidak sesuai dengan Permendagri karena dalam
penarikan garis batas dapat dilakukan langsung di
dalam laptop pada saat kegiatan validasi berlangsung
sehingga tidak perlu membutuhkan ukuran peta yang
besar. Ketidaksesuaian terhadap Permendagri No.45
tahun 2016 tidak terlalu berpengaruh terhadap tujuan
dari kegiatan validasi itu sendiri, tetapi terdapat hal
teknis yang sangat berpengaruh terhadap kegiatan
validasi yaitu pada saat melakukan validasi, tim
validasi dan perangkat desa tidak mendiskusikan
adanya survey pendahuluan batas, sehingga pada saat
kegiatan validasi dimulai ada perangkat desa
perangkat desa yang tidak mengetahui batas desanya
masing-masing. Status batas wilayah dari hasil
validasi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu batas disepakati
sepanjang 87977,2595 meter; batas sengketa
sepanjang 66,4189 meter; dan batas tidak diketahui
sepanjang 3405,0662 meter.

2. Terdapat segmen batas administrasi desa yang berbeda
jika dibandingkan dari hasil digitasi peta RBI dengan
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hasil validasi batas administrasi desa di Kecamatan
Lumajang. Desa Banjarwaru terdapat 9 segmen batas
yang berbeda dengan total panjang 3640,2326 meter,
Desa Labruk Lor terdapat 5 segmen batas yang
berbeda dengan total panjang 207,2767 meter,
Kelurahan Citrodiwangsan terdapat 11 segmen batas
yang berbeda dengan total panjang 1864,7139 meter,
Kelurahan Ditotrunan terdapat 7 segmen batas yang
berbeda dengan total panjang 607,3768 meter,
Kelurahan Jogotrunan terdapat 7 segmen batas yang
berbeda dengan total panjang 5704,5867 meter, Desa
Denok terdapat 8 segmen batas yang berbeda dengan
total panjang 2436,5527 meter, Desa Blukon terdapat
7 segmen batas yang berbeda dengan total panjang
971,0270 meter, Desa Boreng terdapat 10 segmen
batas yang berbeda dengan total panjang 1336,7266
meter, Kelurahan Jogoyudan terdapat 6 segmen batas
yang berbeda dengan total panjang 865,5122 meter,
Kelurahan Rogotrunan terdapat 7 segmen batas yang
berbeda dengan total panjang 937,8253 meter,
Kelurahan Tompokersan terdapat 13 segmen batas
yang berbeda dengan total panjang 256,3128 meter,
dan Kelurahan Kepuharjo terdapat 11 segmen batas
yang berbeda dengan total panjang 4350,9528 meter.
Adanya perbedaan luas antara sebelum dan sesudah
validasi batas desa. Perbedaan luas Kecamatan
Lumajang hasil digitasi RBI dan sesudah dilakukan
validasi adalah  sebesar 1621331,333 meter?
Sedangkan jika dibandingkan antara data BPS dengan
data sesudah dilakukan validasi menghasilkan
perbedaan luas sebesar 262549,652 meter?.

Titik kartometrik merupakan cara efektif untuk
mewakili garis segmen batas desa, dikarenakan
banyak wilayah desa yang tidak dimungkinkan untuk
memasang pilar batas dan juga koordinat titik
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kartometrik dapat diarsipkan secara digital sehingga
data tersebut tidak mudah untuk dihilangkan.

4. Peta Batas Desa Kecamatan Lumajang sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 tahun
2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang.
Simbolisasi batas desa dan kecamatan tidak diatur
dalam PP No.8 tahun 2013.

5.2. Saran

Saran yang disampaikan dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk Penelitian Lanjutan:

a.

Untuk studi kasus lain, ketika melakukan
validasi diharapkan untuk mengajak perangkat
desa untuk melakukan survey pendahuluan
terlebih dahulu agar ketika kegiatan validasi
dimulai pihak perangkat desa sudah
mengetahui  batas-batasnya secara jelas,
sehingga kegiatan dapat berjalan dengan
lancar.

Perlu adanya kegiatan penegasan batas terlebih
dahulu agar memperkuat penelitian secara
yuridis.

2. Untuk Pemerintah Desa:

a.

Diharapkan pemerintah desa dapat memilih
perangkat desa yang mengetahui batasnya
dalam melakukan validasi batas administrasi
desa.

Diharapkan kedisiplinan perangkat desa dalam
kegiatan validasi batas ini agar kegiatan
kedepannya dapat berjalan lancar.

Diharapkan  pemerintah desa membawa
dokumen batas desanya masing-masing untuk
mempermudah dalam melakukan validasi.
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3. Untuk Instansi Terkait:

a.

Melakukan sosialiasi peta dasar dan data batas
administrasi desa untuk menghindari terjadinya
sengketa yang diakibatkan oleh perubahan
lahan.

Mengeluarkan peta batas administrasi desa
beserta data koordinat batas untuk masing-
masing desa sebagai dokumen batas.
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LAMPIRAN

Lampiran 1. Permendagri No. 45 Tahun 2016

MENTEERI DALAM NEGERI

FUELIK INDCIWESIA

FERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REFUELIE INDCIWESIA

HOMOR 45 TAHUN 201&
TENTANG

FEDCRIAN FENETAFAN DAN FENEGAZAN EATAS DESA

Llanimbang

Blangingat

MENTERI DALAM NESERI RE

CENGAN RAHMAT TUHAN YAND MAHA EZA,

UELIK INDCIWESIA,

bahwa untuk manjamin tertib adminiztrazi
pemerintaian, memberikan keslazan dan  kepaztian
bukum  terhadap batas wilavah suasa Daza, diparlukan
pedoman penctapan dan penegazan batas Dara;

balrwa Feraturan Mantari Dalam Negeri Nomor 27 Tanun
Z00E tentang Padomarn Fenetapan dan Panegmsan Extac
Decz gudah tidak zegual lagi dengan parkembangan
peraturan garendang-undangan zahingga periu diganti;
bahwa  berdasarkan  pertmbangan | zebagaimana
dimakzud pada huruf 2 dan nuraf b diataz perle
manstapkan Feraturan Menteri Dalam Hegerl tentang

Fedoman Fenstapan dan Fenegazan Entar Daza;

Undang-Undang MNomeor 35 Tahun 2J008 tentang
Kementerian Hegmra |[Lembaran Kegara Rapublik

Indonacia Tahun 2008 Nomor 168, Tambahzan Lembaran

Kegara Rapublik Indonesiz Nomor 4516);

Undang-Undang Nomar & Tahun 2011 tentang Informazi
Gaczpacial [Lambaran Magarz Republic Indonasiz Tanun
2011 Womeor 48, Tambanan Lembaran Negara Rapublik

Indonacia Homer 2514];
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Undang-Undang Nomor € Tahun 2014 tenitang Daca

|Leambaran Negera REspublik [ndoneziz Tanum

Kocmor 7, T=mbzhan Lambaran HNagara Rapublic

Indonasia Hamer S£55];

Undang-Undang Homor 232 Tahun 4 temtamg
Femerntahan Dacrakh [Lamberan  Neogars  Rapuablik
Indonazia Tahun 2014 Nomer 244, Tambahan Lembaran
Hogara Rapublik Indonasis Nomor S5E7) mchagmimens
telak diubab bebsraza kali terakhir dengmn Undzng-
Undang Nomeor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Eeduz
Atar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Femermtahan Dagrzh (Lembaran Magaraz Rapublik
Indonazia Tzhun 3013 Homor SE, Tambahan Lembaran
Kegara Eapublik Indanesiz Nomor SE73|;

Ferzfuran Famarintzh Momor 43 Takhun I014 tentamg
Ferzturan Felakcanasn Undang Undang Homsr € tahun
Z014 tantang Deze [Lambaran Nagara Republik Indonscia
Tahun Z0le Womar 133, Tembahan Lembaran Hegara
Fapublik Mmdaneris MNomeor 5535 cbageimens telmh
diTubah dengan Feraturan Femarintah Momeor &7 Tahun
I015 tentang Ferubzhan Ataz Foraturan Fomarintah
Komor 43 Tehum 2014 tentang Paraturan Felaksanzan

Undang Undang KNomaor € tahun 2014 tantang Daza

|Lembaran Negera REepubliik [ndoneris Tabun 2

Homor 15

. Tambahan Lambearar HNaegara Rapublic
Indonazta Nomeor S717);

Feraturan Frezidan HMomeor 11 Tahun 2015 entang
Eamenterian Dalam Negeri [Lembaran Megara Rapublik
Indonssia Tahun 2015 Nomar 18];

Ferzturan Blantari Dalam Meger: Nomor 7& Tahun 2012
tentang Fedoman Fancgazan Eata: Dacran [Barita Kegara

Fapublik Indonesia Tahun 20132 Homer 1

Feraturan Klantari Dalam Negeri Komaor ¢3 Tahun 2015

tentang COrgani

i dan Tata Kerja Kemsntarian Dalam

Nogari [Earita Negara Rapublik Indonasizs Takum J01S

Iiomaor 564) sabagaimans wlah divban dengan Paraturan
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BMantari Dalam Negeri Nemar €% Tahun 0135 tentang
Ferubahan Atas Paraturan Menteri Dalam Nagari Homeor
43 Tanun 2015 tentang Organizazi dan Tata Eara
Eamenterian Dalam Nagern [(Eerita Negara Rapublic

Indonazia Tahun 2015 Nomar 166 ?:;

MERUTUSHEAN:

RATURAN MENTEEI DALAM NEGERI TENTANG FEDCORMAN

ENETAFAN CAN FENETASAN EATAS DESA.

BABI

HMTUAI UMMM

Fazal 1

Dalam Paraturan Manteri ini, yang dimaiczud dengan:

Lk}

Femermntal FPuizt zalamjutnyz dizebut Pamerintzh adalah
Fraziden Fapublic Indonsziz yang mamsgang kakuazzan
pemerintalan nagara Rerublic Indonesia sebagaimana
dimakzud dalam Undang-Undang Dazar Negmra Rapublik
Indonazis Tanun 1545,

Femsrintanan Dasrzh adalah penyslanggaraan  wruzan
pemsrntahan  olek Pomenntah Deerah dan  Dewan
Forwaldlan Fakyat Dadran Vang manyelen garakan urusan
pemsrintalan  menurat azas  Jtonomi  dam tugas
pembantuan dangan pringip otonomi  aeluas-luazmya
dalare miztam dan pringip Negara Kazatien FRapublik
Indonasia setagrimans dimakzud dalam Usdeng-Undang
Dazar Wegara Eepublik Indoneziz Tahun 1545,

Fomerintah Daaran adalan Kopals Deorah sobagai wagur
penyclcnpgzara Foamerintahen Daarah Yang Dmaoimpn
pelakiznasn UTUEEN pemMeErintahan  yang = manjadi
kowanangan dasrah otanom.

Fomerintah Dega adalan Kapela Dara atau yang dizebuat
dengman nama lain dibantu parangkat Dsca zebagal anour

penyelenggara Femarintahan Daza.
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-

(5]

Eadan Parmusyewaratsn Deza ataw yang dizabut dengan
pame= lain =dzlan lambags vang malaksapakan fungzi

pemsrimtahan yang anggotanya mearopakan wekil dari

penduduk Dara berdasariean keterwakilan wilayah dan
ditataplan cecara Demokratiz,
Extzr adalah  tandz  pemizan  antara  Deza yang

berzsbalanan  baik Carupa batam alam maupun b

buatan

Extzz zlam =adzalal unsur-uncur alzmi eepertl gURURE,
fungai pantai, danau dan sebagzinya, yang dinyatakan
atzu ditstzpkan cebagzi pantal, danau dan sebagminya,
yang dinyataikan ataw ditetaplkan zebagad batac Dace

Extat buatan afdalan unsur-unour bustan manusl

zezart
pilar bataz, jalam, 7ed kereta apl, zaluran igasi dan
cebagminya yang dinyatekan atan ditataplan sabagai batac
Canm

Extaz Daza adalah  pembatas  wilayak sdmivictrasi
pRmerintakan antar Dega yang merupakan rangkaian Hik-
titik looordinat yang barada pads permuicasn bumi dapat
berups  tanda-tanda  alam zepertl  dgiv/pungguag
FOnungf peInuEgen (watershed], madian sungi
dan Aty uncur bustan dizpangan yang dituangkan

dalam bentuk pata.

.Fenammpan batas Dega adalzh proze: penatzpan bates

Daiz [ecara kartomaetrik 4i ataz suatu patz dzsar yang

dizapakati.

.hWlstode kartomatric adalah penslusuran;penariken garic

batzr pada patz kerja dan penguloiran; periitungen pogisi
titike, gariz, jarsk dan luacr cakupan wilayah dengan
manggunakan pata dagar dan mformesi gecipaiial lainnya

retagei pendukung.

.Fonagazan bataz Dara adalah kogiatan pencnbisn otk-

titiic koordinat bataz Dega yang dapat dilakukan dengan

matode kartometrik dan/sten purvey dilapangan, yvang

dituangioan dalam bentuk peta bata: denpan daftsr dtik-

titik koordinat batms Deza.



.Fota dazar adalah pota VEAF mMeAyAfkan UDSur-wRLar

2lam dan at=u buatan menusis, yang Sarada dipermukaan

tumi digambarican pada suatu bidang datar dengan Skals,

penomoran, proveksl dan georeferencl tartantu.

.Fata panstapan bataz Dacz adalal peta yang manyajikan

batar Dexa hagil penetapan berbagiz peta dazar atan citra
tagak rexclanl HngE.

Citra adalah gambaran permukzan fumi dalam bentuk
digital mtmu cetak yang dibasilkan dar parakaman data
dengan manggunzkan wahanz angkaoafiuar angkaza
Eepartt wahane gzateliz, pezawat udara, pezawat tanpa
awak, il wanhana angkaca/iuar angkaga lsinaye, Derm
wahane darat cepartl kamara tariztrie, lascer scanner, dan

wahans darat lamays.

. Sicals adslahl parbandingan ukuran jarak uatu unear &

ataz peta dengan ]El_'!.k unzur 4 muksa bumi dan

dinyataican dengan beiaran parbandingamn.

.Feta bataz Deza adalah peta vang menyajikan samua

unsur bataz dan anmar lainnya, sepertl pilar bataz, garic

batag, toponimi perairan dan trancportac:.

Prinzip-prinefp geodexi adalah hal-kal yang mealiputi

pengakaran [pengmmbilan 4 penghitungan [prozac
dari hagzil pengukuren), penggambaran  [penyajian
informazi hazil ukuran dan perhitungan), untuk kagiatan
pengulkuran Global Foritioning System [EFE], poligom,
pituasi detil, waterpas dan panEampang mealintang dan

mamanjang pada penyalenggaran batas Daca.

.Tim Fenetapan dan Fenegazan Batar Daera Fumat yvang

relanjutnya dizabut Tim FPE D Puzat adalah Tim yang

dibantui olah Manteri Dalam Hager:.

.Tim Fenetapan dan Feaosgesan Eataz Deza  yang

relanjutnya dizebut Tim FFE Dez Proving adzlan Tim yvang

ditantuk olah GuBarmuT.

.Tim Fonetagan dan Fooegazan Batacs Daza yang

relanjutnya dizebut Tim FFE Dex Kabupaten Kotz adatah

Tim vang dibantuk olah SupatiWalikota,
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EAE D
TUITAN
Fazal I
Fenctaran dan panegasan batac Deza bartujusan untuk

menciptakan tertic adminicoaz! pamarintanan, merberikan

kojelazan dan kepastian hulkum terhadap batas wilsyan suatu

Cza yang memenuki arp<ak telomiz dan yaridic.

EAR III
EUANG LINGEUF

Fazal &
Ruang lingkup Ferataran Meantert ind malipuati:
apanatrpan batmms Dea;
b.penegazan batar Dara;dan

C.pengacakhan batas Daca.

EAB IV
TIM FENETAPAN DAN FENEGAZAN EATAS DEEA

Fazal 4
[1] Untuk mslakzanszkan penstapan 4an pencgazan batas
Dara ditantuk Tim FFE Dax.
[Z] Tim Fenetapan dan Fenegmian Eataz Dezz zebagrimana
dimakzud pada syat (1] terdiri atas:
2. Tim FFE Dt Femarintahn Fuzst;
b. Tim FFE Daz Frovinoi; dan

. Timz FFE Dt Kabupatern Eota,

Fazal =
[1] Tim PPE Dex Fuzat zebagaimans dimzkzud dalzm Fazal 4
ayat [2] huref a susunan keanggot@an, terdin ataz
a. Eatuz : Mantert Delam Negari.
b. Wakil Hatua : Diraktur Jeanderzl Eina Femerintanan

jul- N



2]

[2]

f1]

2]

o. Anggota 1. Diraktur Panataan dan Administrazi
Pamerintzhan Des;
I.Eapela Eirc Hukum Kemenberian

Dalam Negeri;

Z.Kapzla Fumat Femataan Eatac
Wilayah Eadan Informazi
Geazpacial;

4. Pajarat dari Hementerian Agraria
dan Tam Ruang/Eadan
FPartanahan Narcional;

5. Pajatat dari Kementerian dan/ataw
lemtaga pemarintah non
kamenterian tarkait lainnys.

Tim FFE D&z Puzzt sebagzimana dimaksud padz ayat (1]

mampunyal tigar menyizpiosn  kebijalan umum dan

malaiulan  pembinasn  dan  pangawazan  tarhedap

penatapan dan panagazan batas Dacm

Tim FFE D&z Puzzt sebagzimana dimaksud padz ayat (2]

ditatmploan dangan Keputusan Momteri.

Fazal &
Tim FFE Dwt Froving zebagaimana dimakoud dalam Fazal

4 ayat |2) huruf & susuran keanggotaan, terdiri atac:

a. Kotus Subsrour atau  Wakil
Subernur

b. Wakil Katua : Sekratarizc Dasrah Proving

T. Anggota t 1. Agiztan Sckretaric Dmerah Frovingi

vang maembidang pamerintahan;
I.Kapzla BEiro yang membiiangi

pamerintahan Dean,;

[

Kapala Eito Hukum; dan
4. Fajatat darn Satuan Kerja Ferangkat

Daerahl inTtamTi

pamerintab tericait lainnya
Tim FF2 D4t Provinzi tebagmimans dimakzud pada zyac

[1] mempuny=i tugas melakuican  pembinaan  dan
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(2]

[1]

pengawazan torhadap ponctapan dan pancgmoEn batac
Dacz i wilayah Provimel,
Tim FFE Da: Provinz cebagaimana dimaksud gads ayat

[2) ditatapkan dengan Keputazan Subarmuar,

Fazal 7
Tim FFE DCac Xzbupaten;Ecta zsabzpaimanz dimakzud
dalam Fazzal 4 ayar (2] huruf © puronan kKeanggatasn,
terdiri ataz:
2. Katu= :Bupat/Walikota  dan/mt=u Wakil
Eupat /Wakil Walikota.
b. TWakil Ketua : Sekratariz Daaran Kabepaten  Kote
C. Anggota 1 1. Aziztan SRiTEtarin Dearah
Eavupatwn/HKots vang membidangi
pamerintahan;
I.Kapmla Eagian rveng membidtangi

pamerintahan Ders;

[

. Kapela Eagian Hulum;

4. Pajarat dari Satuan Karja Ferangkat
Dasrzh  dan/=atzua inctanc
panerintal tericadit lainnya;

£. Camat dan fakang psrangkai
karametan;

£. Hapala Dacz/Lurah dan fatau

parangkat Dega/kelurzhan; dan

. Tokok Mecyarakar.

[Z] Tim FFE D&z kabupaten kotz zebagmimana dimeaksud

pada ajy 1] mampunyal fugac malakzanakan saostapan
dan penegaiazn bataz Dasz sezusl ketantuan paraturan

psrundang-undangan.

[3] Tim FFE D&z kabupaten kot sebagmimana dimeakzud

padz  ayat [I] ditataplkan  dengan  Keputuzan

Eupati/Watikota.

Fazal &

[1] Tim FFE D&z kabupaten kot sobagmimans dimaksud

dalam Pa

7 mampunyai fungzi:

2. manginventarizazi dazar hukum  tertulizn  maapun
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rumbsr hukum lzinnys yang berkaitan dengan batas
Dazs;

b. meangksji dazar hukuem  tertulic  mAaupan  sumber
Iukum laim untik mensnvikan garis batas samentars
di at=g peta;

C. marencanaksn dan  melakisnsiean  penstapan dan

penagasan batas Dana;

[

mangrardinasikan Falakranaan PenatapEn dan

penagacan batar Dora dangen motancd torksit;

6. malalkukan  zuparvizi  teknic/lapangan dan/atac
pandsmpingan dalam penegmean batas Deoa;

f. melaktansk=n zozializasi panatzpan dan penegasan

tataz Deas;

§. manguiulkan  dukuangan  dana  dalam anggaran
pandspatan belanja dzeral kabupaten/kota  untuk
palakimnaan penstapan den penegrian bamms Dea;

h. mMEaOyuUIun rancangan perziuran btupsti tentang peata
panstzpan bataz Deza dan menyuoun TANCEREED
paraturan bupai: tantang peta batas Dexa.

i. melaporkan zomua kegiatan penetapan dan penogazan
bataz Dara kepada bupati/walikcta dengan tembuzan
kaupada gubsrnur

[Z] Tim FFE Dex kabupaten/kota zebagamanz wajib
berkoordinazi dengEn Tim  panegaian  bataz  deerzh
kabupaten /kota feroai  dongEn  ketontuan  paraturan

perundang-undangan.

EAE W
TATA CARA FENETAFAIT,
FENEGAZSAN, DAN FENGEZAHAN EATAS DEZA

Eagian Kazatu
Umum

Fazal s
[1] Fenotapan, pencgacan dan pangecanan batar Dara di

darat berpedoman pada daokumen bataz Dara barugpa Pem
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Furatum:, Topografl, Maitepian, Stcadsblad, Karspakatan

dan dokuman lain yang mempunyal kekuatan hukum.

[Z] Penetapan, pencgacan dan pengecainan batsr Dace di

wilayah 1 berpedoman pada dokumen batar Daza
berupa undang-undang Pembentukan Dagrah, Pata Laut,
Feta Lingkungan Laut Nagzional den doloaiman lmin yang

mampunyal kelcuatan hulom.

[3] Bataz Dezz nazil panstzpan, panagazan dan peogszanan

rebagmimana dimalkeud pedr ayat (1) dan ayat  (Z]
ditataplcan  aloh  BupatyWalikotz dangan  Faraturan

Eupati/Walilcota,

(4] Farmturan Eupat Walikotm rebagmimana dimakrod pada

ayvat (3] memust titik keordinat bame Dare yang dinrsiken
dalamy batanp tububh dan dituanglan di dalam pots batas
dan daftar titk woordinat yang tercantum dalam Lampiran

Fereturan Bupat Welikota.

Eagian Kadua
Fenetapan Eatatz Daga

Pazal 10

snetaran bataz Dara ebagrimana dimakiud dzlam FPazz

huruf & melalui tahspan:

]

. penpumpulan dan panalitian dokumen;
- pemilihan pata dagar; dan

. pembuatan garic batac di atmz peta.

Fazml 11

[1] Pengumpulan dan panslitias  dokumen  zebagaimans

dimaksud daiam Fagal 10 huref a, malipuati:
2. pangumpulan dokuman batas; dan

b. panalitian dokumen.

(2] Pengumpulan dokumen bataz sebagzimana dimaksod

prde ayat [1) hurf a, barupa pengumpalan:
2. dokumen yuridic pembantukan Doza;
b. dokuman hiztoriz; d2n

. dokumen terkait lzinnya.



[2] Penalitan dokuman iebrgaimanz dimekzued pada ayat [1]
baruf b, dilakukan dengan meneluzuri bukd batas Daza
pad= dakumen terkait batar Dora untak mandapatksn

indilkasi mwal garic batag.

Fagml 12
[1] Pamilinan pata dazar sabagaimane dimakzed dalam Pazal

10 huraf b adalan manggunakan Fota Fupasumi Indoneris

dan jatmu Citra Tagak Reazcluzi Tinggl.

[Z] Pambuatan gariz batas di atas pate cebagmimana dimakzud
dalem Facsl 10 kuraf o dilakukesn dengan dalmeasi garie
bataz zecara karomeirik.

[2] Delingazi garz bataz cecara kertometric zebagaimana
dimakzud pada ayat [1] dilakcanakan malaliui tahepan:

. pembustan peta kerjs;

=
b. panarikan gariz tataz Dexa di ataz peta;

- pRnantuan fitlk kartametriz:

[E7

. pan,

=N peta penetapan batar Cara; dan
[4] Pata penstapan batas Daerz ditandatangani oldh masing-
masing Kapala Dara dan dicalkgilan okl Tim FFE Dac

kabupatan /kaa.

Fagal 13

[1] Setimp tanapan panstzpan bataz Doeca zobagaimens
dimakrud Pazal 10 zampai dangan Facal 12 ditaangkan
dalam  Earita Acmra kerepakatan antar Dara yang
berbatazan,

[2] Barita Acara zebagaimapa dimeksud dalam ayat (1)
ditandatangani cléh Kepala Deza yang barbatzzan dan
Tim FFE Dwat kebupaten /kota.

[2] Barita Acara zobagaimsna dimakcud dalam  ayat [Z]

iebagsi dazar pembustan Eerita Acara panatapan batac
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Ezgizn Ketga

Fenggazan Sataz Daza

Pazzl 124
Fenagaizn bamas Dexa untuk Daia sebagmimana dimakzud
dalam FPrizl 3 huraf b dilakukan malahi tahapan:
. panalitisn dokumen:

a
b. palacakan dan penentuan pocizi batms;

. pemErERzEn dan pangukuran piar batas; dan
d. pambusian peta batas Deza.
Satimp tahapan penegazan batmr cebagmmans dimeksud

|1] ditu=ngkan dalam berita acars kacepakatan

2ng barbat=zan.

Eerita Acara rebagmimans dimzkzud dalsm ayet [2)

zn dan Tim

ditandatanga s Kapala Deza yang barba

FFS Dat kabupaten |/ kota.

Fenegazan batas Deza untulk Deca yang  terbantulk
sebalum ketantuan dalam Feraturan Menterd ini berlaio:
dilalkuksn malami takhspan:

2. pangumpulan dan penelitizn dokumarn;

b. pambuatan peta kerja;

£. palacakar dan penentuarn pocizi batas;

d. pamazangan dan penpuikuran pilar tatss; dan

&. pambuatan peta batas Daza.

Setiap tahapan penegazan batar ebagaimanz dimakiud

|1} ditumngk=n delam berita mcar oepspakatan

ang barbatazan.

Ecrits Acara cabagmimans dimaksved dsism oapst  [2)

ditandstme g o Kapals Doga Pang barbatacan dan Tim

FF=E Dz kabupaten /kots.
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Eapizn Ketga

Fengatanan Eataz Daca

Pagal 18

[1] Tim FFE D& kabupatan/kota DHNaOyuiun TANCEOFED
peraturan bupati/walikota tentang petz panstapan batac
Daca  bardazarican kagzil panstapan bataz Daza
rebagrimana dimaksud Pazal 10.

[2] Tim PFE Dat kabupatan/kota menyampaiksan Tancangsn
peraturan bupatijwaliots cebagmimana dmakiud pada
ayvat (1] kepada bupat fwalikote untuk ditstapkan meaniadi
perzturan bupati/walikota tentang pats enetapan batss
st

3

Fembentukan rancangsn paraturan  bupatd/walikow
rebagmimana dimekzud pada ayat (1] berpedoman pada
Feraturan AMenteri tentang Pembentaken Froduk Hukum

Casrakh,

Pazzal 17
1

Tim FFE Da kkabupaten/kotm meanjuiun IARCEOEAR
perzturan bupatijwalikcts tentang peta tatar Daza
berdazarkan hazil penegmian batmz Daca sebagaim=ns

dimakend pads Facal 14 dan Pazel 15.

[2] Bupati/walikocta menctapkan rancangan  paraturan
btupati/walikots zcbagaimana dimeakeud pada ayat [1)
manjadi peratiran bupatijwalikota tentang peta batac
Doz

[2

Fembantukan rancengsn paraturen  bupatwalikats
rebagrimana dimekrud pada ayat (1] berpedoman pada
Feraturan AMenteri tentang Pembentuken Froduk Hukum

Dacrak.
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EAE VI

FENYELEZAJIAN FEREELISIHAN EATAS TESA

Pagal 13

[1] Datam hal terjadi percelicinan dalam panstzpan dan
peneagazan  batar Dawa  4i lakuikan panyelazaian
perzalizihean bataz Daza.

[2] Penyclezmian perilizitan tataz Dasa antar Daca datam
Eat wilayah kcacamatan dizalecaiian Tecara
muzyawaral/mafaiat  yang  difacibtasi ol Camat
dgituangian dalam Barita Acara.

[2] Penyslaczian parcelicinan bataz Deazz aptar Data pada
wilayah Hacametan yang berbeda dalam zatu wilayah
katupaten /Kota dizelezaken CeCaTA

muzyawarah/ mafaicat yang difarilitas: olal

Eupati/Watikota dituangican dalam Earita Acara.
[4] Penyelezzian pereclizihan  bataz Deza  zebagrimana
dimakeud pada ayat (2] dan ayat [8] dicclezsikmn pating

lama & [enam) tulzn

Fagal 15

[1] Datam hal uvpaya musyewarzh/muofaicst tidak tercapat,
penyelezrian parzelizinan ditetarkan clsh Eupsti/ Walikawm
dengan Parateran Eupeti) Walilkcata.

[Z] Penyalazzian parcelivinan bata: Deazz aptar Data pada
wilayah Kabupaten/Kota yang tarteda dalam catn wilayah
Frovinzi dan antara Daiz dalam wilayah Froving vang
berbeda  panyvelezaimnnya mengacu  pada Katentuan

peraturan parundang-undangan tentang batas dasrah.

EAE W11

FEMEINAAN DAN FENGAWASAN

Fagal 20
[1] Manzari dalam nagerd malahi Direkctorat Janderzl Sina

Fomerintanan Dara bermanang melakukan pembinaan dan
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SNFEWAILN terbaday penetEpan dan peRegaizn batag
f 3 &
Cata secara nasicnal
[2] Gubermur bearTenang melakukan  pambinsan dan
ENEEWALAT terbaday penetmpan dan penegaizn batag
pEnE= B P 3 PEneg
Dara dilcabupatan /ot di wilayahnya.

=

Eupati/walikots bermananyg mealakukan pembinazn dan
pengawaIzn terhaday ponatapan dan penegEizn batan
Diara di wilayahnys.
[4] Pexbinaan dan pengawazan zebagaimans  dimaksuad
dalam ayat [1), ayat (2] dan ayat (5] dilakulkan melalui:

. pembErian pedomEn UmuEm;

=
b. zozialiasi;

. bimbingan telmiz;

[E3

. palatinan;dsn

§. DUPEIVLEL.

[1] EBupati/walikcta melzporican proDec kKegiatan panatzpan
dan pansgrean  bataz Dara di wiryahsnya  kepads
Gubermur.

[Z] Subsrmur manyampaikan laporan  Bupad/walikoms
perial profes kegiatan penatapan dan pancagRoan batsg
Darm di kabupaten /oot di wiayahnys kepada Bantari
malaiui Diraktorat Jenderal Sina Famarintahzan Daza.

[2] Felaporan setagmimans dimaksud pads aypst (] cebagai
baban dalam pangambilan kebijakan dan dalam rangka
pendataan batas Daa.

[4] Felaporan sbagrimans dimakzud pada ayat (3] berupa
laporanm tartuliz dan disampaikan paling sadikit 6 [enam]

btulan zakzal: atau sewakba-wakiu apabils diparluken.
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Felzkranaan kagizizn penempan dan penegeran batas Deza

berzumbar dari:

B.

(1)

[2]

(1)

[Z]

Angzeran Pandapatan dan Eclanjs Hagars;

Anggeran Pandapatan dan Eclanjs Dacra)

Angzaran Fendapatem dan Ealanja Dmarah
Kabtugpatan /Kata;

Anggeran Pandapatan den Eslanjz Dexa;dan

Sumber-rumbar lainnya yang tah dan tidak mengikat.

EAE X

ATUAN LAIN-LAIN

Fazal 23
Fanatapan dan penegmzan bataz Deza tdak menghapus
halk ataz tznah, hek alayat, dan ek sdet gorta hak
lamnye pads masyarakat.
Fedomen takniz panstzpan dan psnsgacan bataz Caca
rebagaimana tercantum dalsm [ampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpiczhican dengan Feraturan Mlanteri

imi.

EAE XI
EETENTUAN FERALIHAN

Faral 24
Fzdz zaat Faraturan Manterd ini mulai barlaku, wanapan
penatapan dan  pansgEoan  batar Daga yang  sudsh
berlangmuny tetap  dilakzanakan  zepeanjang  Hdak
bertsntangan dengan Faraturan Meateri mi.
Terhaday pansiapan dan pansgasan bata: Dana yang
belum memanabhi ketontuan ponctapan dan pendgaTan

batai Lebagmimana ketantuan dalam Peraturan Aanterd



ini, wajb menyesuaikan dengan Paraturan Menteri mnt.

EAE XII

KETENTUAN PENUTUF

Mantari Dalam Negeri Nomor 27 Tzhun 2008  tentang

Fengiapan dan Fanagazan Eatao Doz, dicabut

dinyatakan tidak barlaka,

Feraturan Menterd ini  mulsi berlaku  pada  anggel

drundenglcan.

Agmr patiap arang  mengstabuingym, mamerintahkan

pengundangan Feraturan Menter: ini dengan panempatannya

dalam Egrta Hagars Rapublk Indonczia.

Ditetapkan di Jakarts

=dz tanggal 30 Juni 2016

MENTEEI DALAM HEGERI
EEFUELIE INDCONESIA,
tod
TJIJAHIC KURIOLD

Dnundangkan di Jakart=s

pada tanggal 15 Jul 2016

DIREKTUR JENDERAL
FEFATURAN PERUNDANG-UNDANTAN

KEM TERIAN HUKUM DA HAK ASAZS] MANUSIA

REFUELIK INC-ONESLA,
td

WIDCDO EEATJAHTANA

EEFITA NESAFA FEEFUELIK INDCOIWESIA TAHUN 2016 WORMOR 1038,

Salinan zeaual dangen aciinya
KEFALA EIRD HUKUN,

ada zaat Paraturan Menteri mr mulsl berlalko, Parateran
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Lampiran 2. PP Rl No.8 Tahun 2013

Mernimbang

Mangingat

Menetaplan

.__,-r,'

et ]
ROFUBLE DR S

FEFATURAN FEMERINTAH FEFUELIK [NDONESIA
KOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG

KETELITIAN PETA REMCANA TATA RUANG

DENGAN RAHRMAT TUHAN YANG MAHA ESA
FRESIDEN REPUELIK INDONESLA,

balwa untuk melakzanakan ketentuan Pazal 14 ayat (7]
Undang-Undang Nomor 26 Tahum 2007 tentang Penatsan
Fuang, perln menstaplan Feraturan Femerintah  tentasmg
Hetelitian Peta Rencana Tata Fuang;

1. Pagal 3 ayat (2) Undang-Undang Dacar Negara FEspublik
Imdonesia Tahun 1925;

2. Undang-Undang Nomar 26 Tahun 2007 tentang Penatssem
Fumng (Lambaran Nagara Fapublic Indonasia Tahuae 2007
Momor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indomesia Nomor 4725);

MEMUTUSXAN:
FERATURAN PFEMERINTAH TENTANG KETELITIAIN FETA

RENCANA TATA RUANG.

BABI
HETENTUAN URIUM
Pazal 1

Dalam Peraturan Pemerinmah ini yang dimaksud dengan:

1. Pets adslsh suaty gambaran dsri umsur-unsur alsm das
atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di
bawralh permukasn bumi yang digamberkan pada tuama
bidang datar dangan Slkcala tartemntua

ka1

Ketelitiayn Peta adalah  kesspatan, lkerincian  dam
kelengkaran data, dan/atan nformazi grorefer=ngi dan
tematile, sshinggs merupalcan penggshungmyn dari zictem
referens: grometriz, Sloala, aloaraxi, atzu lerincan |
daza, format penyimpanan secara digital termasulc kode
unszur, penyajian kartografis mencakup simbol, warna,
arziran dmw notac, serts loelangkaren mustsn Pets

RIE

5. Skala . ..



10.

12.

1.Peta Dazar adalah Peta yang me=

Bt
rramann

RLPUDLA, ROORC 5

-3

Skala adalah perbandingan jarak dalam zuatu Pota
dengan jarak yang sama di moualcs bumi.

Zkala Minimal adalaln Skala Peta Dasar cerloecl yang boleh
digunakar dalam proges Ferencanasan Tats Fuang.

Geroxpaxial atau mang kebumian adalah aspel keruangan
yang menunjuldcan loloasi, l=tals, dan pomizi fuats obhjelk
atan kejadian yang berada di bawal:, pada, atau di atac
permulaan bumi yang dinyatakarn dalam sistem koordinat
tertanti,

Dats CGepgpacisl sdalsh dats tentsng loksci peogrsfiz,
dimensi atan uluran, dan/ats karalteriztle objelc 2lam
danfatann buatan manugia yang berads di bawah, pada,
atan di atas permuloan bumi.

nformasi Geozpaxial adalah Data Geozpacial yang sudak
diclah s=hinggm dapat digunakesn sebagai alat bantu dalam
perumitcan kabijalan, pangambilan lepummzesn, danfatens
pelaksanasn loegiatan yang berhubumgan dengan roang
leebumiae.

Unit Pemetaan adalah merupakan pembagian ruang
terkecil atan hierarkd tericecil dalam suatu Peta Tematic
yvang dignmaloan untuk menampilkays mformast tematk
dalam penyircuneg tata ruang.

Perencanasn Tata Ruang adalah zuata prozes uamtulk
menentulcan souktur ruang dan pola raang vang meliputi
penyusunsan dan penetanan rencans tats rusng.

Fencanas Tata Rusng adalah hazil Perencanssw  Tats
Fuang.

nyajilkkan unsur-unsur
alam dan atau buatan manw vang berada di
permulaan bum:, digambarkan pada suate bidang datar
dengan Slals, pencmoran, proyvelsi, dan georsferenci
tertanm,

Peta Temasdk adalah Feta yang menggambarican tema
tertentu yang digunaken untul pembustan Peta rencans
tara ruang.

13. Daga. . . .
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18,

15,

1)

2]

e

e

RLFUDLR LR
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Data Eatinetri adsalah  data gariz  khayal  yang
menghubungkan tlk-ttlk vang memilild kedalaman yang
rama.

Wilayah adalah ruang vang merupalan kezatuan geoprafiz
bezerta segemap unour terkait yang batas dan dstemnya
ditentuikan  berdacarican pada agpel  administrasf
dax fatas fngeional.

- Peta Wilayakh adalah Peta ymep menggambarkas rasag

dalam kesatuan geografic beseria megenap wemzur terksdt
yvang batme desn cictemmya ditentulcsn berdscaricsn pads
zzpek adminizirasd dan fatau fungicnal,

Eadan adalah lembaga pemarintah non kementerian yang
menyelenggaralcan uruzan  pemerintahan 4 bidang
[nformasi Georpacial

T.Dwlinasci adalah gariz yang menggambarksm batss suate

unsur yang berbentul: area,

Eoridor adalal: arsa z=panjang perbatacan yamgp dibatasi
oleh 2 (dua) garic sejajar dengan garis perbatacssn desgan
jarak sertentn dimans gparic parbatacmopnyvs menjadi garic
tengabra,

EAE I
PEFENCANAAN TATA RUANG

Bagian Hezatu
Umuam

Pazal 2

Permncanaan Tata Fuang dilakulkan watuk menghasillan:
A TencAana Umum tata reang; dan
k. rencana rinci tata oy,

Feancana umuom tats rusng sebagaimana dimakend pads

ayat (1) huraf & secara hisrarld terdiri assz:

a rencana tata rusng wilayah nasionasl;

k. rencana tata rusng wilayah provingd; dan

C. Tencana tata ruang wilayah lkabupaten dan rencans
tata rumng wilayah loota,

(3} Bencasa . ..
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(3] Fencana rinc tata roang ssbagsimana dimalkzud pads
ayat (1] hural b verdind atac:

rencana tats ruang pulan f eepalatien;

rencana tats Tuang leawazan ctratesic nasional;

rencans tats ruang leawasan otratesis provins;

rencanas tats ruang leawazan ctrategic keabupeten;

repcana tats ruang leawasae ctrateric kotss dae

repcana detail tata ruane kabupaten floots,

Mo Ep

(4] Fencana tata ruang sebagaimana dimalened pada ayat (3]
huraf b, Ruref o, dan huraf d dapat berupa rencana tata
ruang kawacan perioctazn, kavasan perdeszasem, dan/atas
kavrazan  lainnya yang ditstaplean cebagal  kawasan
ctratmgis.

Pazal 5

Fancana umum tata rusng dan rencama rinci tata raang
t=rmagule rencana tata muang loawazme perlootamn, kavacan
perdegaan, dan lcawacan lainmya sebagaimasma dimalesud
dalam Pag=l 2 dituangkan dalam Peta Reancana Tata Fuang,

Eagian Hadua
Peta Fancana Tata Fuang

Paragraf 1

Umam
Pazal 4

{1} Peta Rencana Tata Fusep sebagaimans dimakesad dalam
Pazal 3 meliput:
a Peta Fencana Strulcur Ruang; dan
k. Peta Fencanas Pola Ruang.

(2] Ge=lain Peta Rencana Tata Fuang sebagmimana dimabozad
pada ayat [1], dapat ditetaplon Peta peamstspan lorwasen
strategis gecusi dengan ketentien peratmiran perundsng-
andanpam,

Pazal 5
{1} Peta Ee=ncama Strulctur Fuang sebagaimana dimakzud
dalam Pazal ¢ ayac (1) huruf a terdin asasz:

a.  Peta Fencana Strulcur Ruang Wilayah nasional;

b. Peta . . .
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2

1)

(1)

REFUDLIA DO

-5-

k. Peta Fencana Strulcur Fuang Wilayah provina;

c. Peta Fencana Souktur Fuang Wilayah labupases;
dan

d. Peta Fencana Strulcur Ruang Wilayah keota

Pata Ferncana Pola Fuang sebagaimana dimaleoud dalam

Pazal 4 apat (1) huraf b terdiri azac:

a Peta Fencana Pola Fuang Wilayah nazional;

k. Peta Fencana Pola Fuang Wilayah provingi;

c. Pets Fencans Pola Fusng Wilayah kabupacen; dan

d. Peta Fencana Pola Fuang Wilayah kota.

Pazal §

Peta FEencana Tata FRuang digelenpgarakan dengam
menggraalcan Peta Dazar dan Peta Tematikc tertentu
melalii metode proces spaxial yang ditenculean,

Eetentizan lebih lanjut mengenai Ketslittam Peta Dagar
dan Peta Tematik gzerta metode prozes spaxial yang
digumakan di dalam penyelenggarssyn Fets Fencans Tats
Fuang rebagaimana dimaksud pada ayat (1] diatuar
dengan Peraturan Hepala Badan.

Pazal 7

Penyusunan Peta FRencana Tata Fuang sebagaimana
dimakzud dalam Pagal 4 ayat (1] wajib dikoncultaciloas
lo=pada Eadam.

Eetentizan lebih lanjut mengenai tats cara lonsulsaci
sebagaimana dimalksud pada ayat (1] diatur dengan
Peraturan Kepala Badan.

Paragraf Z
Peta Fencana Strulcur Ruang Wilayah

Pazal B

Peta Fencana Strultur Fuang Wilayah zebagaimans
dimakzud dalam Pazal 5 ayat (1] huraf a melipud uncur:
a giztem periootms;

k. ziztem jaringme tramcportasi;

€. =xiztem jaring=m snerg:

d. ziztem jaringan telelomuniloazi; dan

e. ziztem jaringan sumber daya air.

(2] Pata . ..
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Pata EFeancana Struldur Fuang Wilayah sebagaimams
dimaksud dalam Pazal 5 aya: (1] hurad b, huref o, dan
huruf d maliput] unauar:

siztem perloctamn;

ziztem jaring=e tramcportaci;

siztem jaringan aners:

riztam jaringan telelamunilosi;

siztem jaringmn sumber daya air; dan

Tiztem jaringan prazarana wilayah Lainnoym

M pn

Siztem sebagmimana dimalksud pada ayat (1) dan ayaz (2]
digamibarkan pada 1 [zam) cakupan Peta Wilayah secara
k.

Dalam kal diperlukan ziztemn zebagmimama dimakoud
pada ayat [1] dan ayat (2] dapat dipambarican pads Peta
terzendiri.

Untulk kepsntingan penstapan peraturasm  perundasg-
undangzn, Peta Eencana Souktur Ruang Wilayah dapat
digamiarkan dalam kbeberara lambar Pata yang tercusum
secara  zictematic mengilud pengpambaran  wilapak
secara whih.

Faragraf 3
Peta Fencana FPola Fuang Wilayah

Pazal 9

Peta Fencana Pola FRuang Wilayah zebagaimana
dimakend dalam Paszal 5 ayat (2] meliput:

a  kawasan lindung; dan

k. kawacan budi daya

Peta Rencana FPola Rusng Wilayah sebagaimana
dimakzud pada ayat (1} harus digamberkan  dalam
bantuk deline=asi,

Delineasi kawacan Iindung dan kavasan budi daya haras
dipacakar pada lambar kertac yangy mengpambarkas
wilapal secars utuh

Dalam hal kaowasan lndung dan kawacan budi daya
meiagaimana dimalesud pada ayat (1) ddak dapat
digamibarkan dalam bentuk dslineaci, penggambarannya
dizajilcan dalam bentuk simbaol.

I5] Untulk . ..
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ingan penstapan peraturan  perundang-
undanger, Peta FRencana Pola Fusng sebagmimana
dimakzud pada ayat (I dapa: digambarkan dalam
bebearapa lambar Pata yang terousumn gecara gistbemadz
mengilot penprambaray wilayal cecars b

BAB I

EETELITIAIT PETA

Bagian Hegatna

Ummam
Fagal 10

Peta rencana umum tata ruang dan rencana rinc tats
ruang termazule rencana tats ruang keaacan periootamn,
lawasan perdecamn, dan kawacsan laimmys sebagsimsns
dimakznd dalam Pagal 3 dizumem dalam tingleat loatelitiae
tertentu.

Tmgkat lstelitan tertantu ssbagaimana dimaksud pads
myat [1) melipu:

a  lketslitian geommetriz; dan

b, ketelitian muatsen roang.

Hetelitimn prometriz sebagaimana dimaloned pada ayat (2]

hurof a maliputi:
a ziztem referenc Georpacial;
k. Sicala; dan

c. Umnit Pemetmsw
Fagal 11

Dalam pembuatan Peta hariz mengiunalkcsn  cictem
referanci Gecspacial yang ditetaplkan cleh Kapals Badan,

Dialarm mesetapkas  giztemn  referenc Geospacial
pelbagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan
barpedoman  pada ggtem referensi Gecogpasial vang
kbarzifat global.

Pagal 12, ..
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Pazal 12

(1] Eetelitimw muatsn ruang zsebagaimans dimslonsd dalsm
Pazal 10 ayar (2] huruf b maliputi:
s kerincimn kelas umeur; dan
b. zmimbolizas.

(2] Herincan kelags umsur dan zimbolizasi sebagaimans
dimaksud pada ayat (1] tercantum dalam Lampiran yang
merupalcan bagian tdak terpizabhloan dan Perataram
Pemerintah ini.

(3] Dalam hal dipsrivkan perubahan penggambaran
lerincian kelas ungur dan zimbelizasi pada Lampiran
sebagaimana dimaksud pada ayar (2], penentusm
losrincian kelas unsur dan simbolizazi dilalukssm ol=h
Hepala Eadan dengan arkoordinasx berzama
lementerian flambaga pemerintah =non  kementerian
terleatt.

(4] Perubahan pengsambaran lerindawn leslss unsur desm
mimbeolizaci pads Lampiran sebagmimans dimakend pads
myatr (3] dapat divsullesn ol=h koementerisn lambags
pemerintah non kementerian atsy Badan.

(9] Hetentusn lzbih lanjut mengensi perubahmn terhadap
penggambaran kerindan lelazs unsur dan cimbolizasi
diatur dengan peraturan Hepala Badan.

Bagian Hedus
Hetelifian Peta Rencana Umum Tata Fuang

Paragraf 1
Ketelitian Peta Fencans Tata Ruang Wilayah Nasion

Pazal 13

Petz Fencana Tata Ruang Wilayah naszional digambarkasm

d.u:r.g_n mengEunakan:
Eigtem :'EEE enxi Georpazial sebagaimana dimaksud dalam
Fazal 11;

b. Peta Dagar Skala Minimal 1:1.300.000;

c. Unit Pemetssn yang dapat digunaksn untuk Rencana Tata
Fuang Wilayakh Hagional; dan

d. Eetelitian muatan rusng sebagmimans dimaksud dalam
Fazal 12.

Paragraf 2 . . .
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Faragraf 2

Eetelitian Peta Fencana Tatz Fuang Wilayakh Proving

(1)

{1y

Pacal 14

Peta Fencana Tata Fuang Wilayah proving digambariksn

denpan menpanaioan:

a zizpem refaremsi Geospaszial zebagaimana dimaksud
dalam Fazal 11;

b. Peta Dacar Sleala Minimal 1:250.000;

c. Unit Pematasn yang daret dignnmalen untuk Fancans
Tata Ruang Wilayah provinsd; dan

d. E=t=liian muatam rusng sehagaimeans dimaksad
dalam Pazal 13,

Dalam hal wilayah proving memilild pesizis dan L=t
Peta Fencana Tata FRuang Wilayah proving dapat
dil=ngkarni dengan Data BEatimeri

Dalam hal wilayah provinsi berbatasar dengan wilayak
proving lain, Peta Fencana Tata Fuoang Wilayalh provine
dizusun  geselah  berloordinacsi dengan  pemerintahl
proving yamg berbatazen langung.

Pata Rancana Tata Fuang Wilayah provinzi sebagaimana
dimakzud pada ayat [3] digambarian dengan
penggambaran wilayah provine ditambah dengan wilayah
proving yang berbatazan langnmg dalam Kosidor 5 (lima)
ldlometer pepanjang garic perbatacan.

Paragraf =

Katalitian Peta Fencans Tata Fuang Wilayah Kabupaten

Pazal 15

Fencana Tata Fuangy Wilayalh kabupaten digamberkss

demngan menggmnakcan:

a ziztem referenzi Cecspasial zebagaimana dimakzud
dalam Fazal 11;

k. Peta Dacar Sloala Minimal 1:50.000;

c. Unit Pemetasn yang dapst digunakan untuk Fancana
Tata Fuang Wilayah lkabupatan; dan

d. E=talitism muatss rosng sebapsimana  dimaksad
dalam Fazal 12.

[2] Dalam . . .
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Dalam hal wilayah kabupaten memilild pexizir deam laut,
Pata Fencamnz Tatz Fuang Wilayah kabupatsn dapat
dilenglkari dengan Data Batimeri

Dalam hal wilayah kabupaten herbatazsan dengen
lmbupaten/kota lain, Petz Fencana Tata Ruang
lkabupatan  dizusun  zetelak  berlcordinasi  dengEn
pemerintah leabhupaten (leota vang berbataza langeung.

Peta Fencana Tam Fuang Wilayah lkabupates
selbagaimana  dimalsud pada ayar (3] dipmmberkas
depngan penggambaran wilayakh kabupaten ditambalk
denigan  wilayah leabupatsn /lkota  ymng  barbatasse
langmumyg dalam Koridor 2.5 (dua koma lima) kHlomstsr
IEpanjany Faric perbatasan.

Pagal 16

Fencana pola ruang wilayah kabupaten dapat digamberksn
dalam beberapa l=mbar Peta yang termuoun secara siztematiz
mengikuti indeles Peta Dagar nagional.

Farmpraf 4

Hetelitian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Fot=

i1

2

Pagal 17

Peta Fencans Tata Fusng Wilayah lota digemberkss

dengan mengrunakan:

a ziztem refmrenzi Cecgpaszial cebagaimana dimaksud
dalat Pazal 11;

. Peta Dacar Sleala Minimal 1:25.000;

c. Unit Pemetssn yang dapat dignimalkan unmuk FRencana
Tata Fuang Wilayah keota; dan

d. Kstalitian muata: rosng ssbagaimana  dimabzud
dalar Pazsl 12,

Dalam hal wilayakh lkota memilild pesizir dan laut, Peta
Eencana Tata Fuang Wilayah kota dapat dilenglcapi
dengan Dats Badmetrs,

Dialamn hal wilayah Jota  berbatmszan dengmn
lmabupaten/kota lain, Petz Fencana Tata Ruang ayal
kota disusun getslak berlcordinasi dengan pemesintak
leabupaten | kots yang berbatscan langmung.

%) Pata ..
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Pata Fencawa Tata Fuamnp Wilayah kota zebagsimans
dimakend pads =yat (3] digambaricsn — dengme
penggambaran wilayah loota ditambab dengms wilavak
keabupaten /kota  yang  berbatazam  lampruang  dalam
Eaoridor 2,5 [dua lkoma lima) ldlometer sepanjamp garis
parkatacan.

Pacal 15

Siztemn jaringmn pracarana jalan pads Peta strulcur ruang
wilayahn lota hams digambarien mengilot teraze jalsn yang
zebenamnTs,

Pagal 19

Fencana pola muang wilayah lom dapat digambarksmn dalam

T

berapa lembar Peta yang teroudun fecara giztematis

mengikiti indelor Peta Dacar nagional.

Bagian Ketiga
Ketelitiar: FPetm Fencana Rinc Tama Rusng

Paragraf 1

Katelitian Pata Rencana Tata Ruang Wilayah Pulan /Kepulas=

Pazal 20

Petz ERencana Tata PRuang Wilaypakh pulay/lepulaome
digambarlen dengan mengsunaian:

-
c.

d.

(1]

ziztem referenzi Geozpazial sebagaimana dimaksud dalam
Pagal 11;

Peta Dazar Sicala Minimal 1:500.000;

Unit Pemetasn yang dapat digunaker untulk Rencana Tata
Fuang Wilayakh pulan (leepulavan; dan

Eetelitian muatan ruang sebagaimana dimakzud dalam
Fazal 12.

Paragraf 2

Hetelidax Peta Fencana Tata Fuang Kaovazan Stratsgic Naczional

Pagal 21

| Peta Fencana Tata Fuang Kaxwasan Strategic nasicnal
merupalan penjabaran dard Peta ZSebaran Kaomsan
Strategis nagonal dalam Fencama Tata Fuang Wilayak
nacional,

(2] Pata . ..
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(2] Peata Fercana Tata Fuang Kawmacan Strategic nasicnal

digamisarkar: dengan menggranaloan:

a ziztem refsrenzi Ceczpazial zebagaimana dimaksud
dalam Pazal 11;

k. Petz Dazar pada Skala yang sesusi dengan bentang
ohjelc dam /atan seqaai losbortuhe;

c. Unit Pemataan wang da-at dignmaloan untuk Rencans
Tata Fuang Kaemoan Srategc nacional; dan

d. Estzlitian muatam ruang sebagaimana dimaksuad
dalam Pazal 12.

(3] OSkalm ymng ceruai sebagmimans dimakend peda ayat [2)
huruf bwalib dilonsultacilcan apads Hapals Sadaxn,

Faragraf 3
Katalitian Pata Fancans Tata Fuang Kavazan Strategiz Proving

Pagal 22

(1] Peta Fencana Tatz Fusng Hawazae Strategic provingd
metupakan penjabaras dari Peta Sebaran Haeazan
Strapegic provinei dalam Fencana Tata Fuang Wilayah
provinsg.

(2] Peta Fencana Tata Fuang Hawasan Strategic provincd
dipamiarka dengan menggnrealoan:

A miztem refrrenzi Ceoxpasial zebagaimana dimaksud
dalam Pagal 11;

k. Petz Dazar pada Skala yang cesusi dengan bantanp
chjelk dan fatan zeguai kebutuahae:;

c. Unit Pemetasn yang dapat dignnalcan unmik FRencana
Tata Fuang Kawacan Strategdc provinsi; dan

d. Eatalitian musatam rusng sebagsimana  dimakoad
dalam Pazal 12.

(3] Skala yang sezual sebagmimana dimaksud pada ayat (2]
huruf b wajib dilkonsultagilean oepada Hepala Sadan.

Paragraf 4
EHatalitiaw Pata Fancana Tata Fuanp Kavacen Sorategic Eabupaten
Pagal 23

(1] Peta Fencana Tata Fuang Hawasan Strategic lkabupasten
merupakan penjabaray dari Peta Sabaran Kaomaczan
Strategic kabupaten dalam Fencana Tata Fuaeg Wilayah
kabupaten.

12) Pata ...
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Peta Fencana Tata Fuang Hawasan Strate=sgic kabupatss

digambarkan dengan menggnmaloan:

a  ciztem referenci Cecspasial sebagaimana dimaksud
dalam Pagal 11;

. Peta Dazar pada Slcala yang sesusi dengan bentang
chjelk dan fatan zegual kebutuhan;

c. Unit Pametasn yang dapet dignnaloan untuk Rancans
Tata Fuang Kaomcan Swratesic keabupaten; dan

d. E=t=litian muatan ruang sebagaimana dimaksuad
dalam Pazal 12,

Slala yang feruai sebagaimens dimaksud pada ayat (2]
hurof b wajib dilkonsultacilean kepada Kepala Sadas,

Paragraf 5

Eetelitian Feta Rencana Tazs Fusng Hawaran Stravegic Kota

{1y

i3]

Pagal 24

Pata Fencana Tata Fuang Kawacan Soratsgic kots
merupakan penjabaran dard Peta Sebaran Kavazan
Stragegiz kota dalam Fencana Tata Rusng Wilayah kota.

Peta FRencana Tata Fuang Kawmran Soategic loota

dipamiarkas dengan menggrnialoan:

A gizvem referenci Cecspasial sebagaiman=a dimaksud
dalarn Pazal 11;

k. Peta Dazar pada Skala yang sezusd dengan bentamg
ohjelk dan / atan z=sual kebutubhan;

c. Umnit Pemetasn yang dapat dignicaloan untuk Fancans
Tata Fuang Kawasan Sorategic loota; dam

d. Hatalitisn muatan resng sebapaimana  dimaleoud
dalam Fazal 12.

Zkala yang cerusi zebagaimans dimakeud peads syat (2]
huruf b wajib dikkonsultasilcan kepada Kepala Sadan.

Pazal 25

Petz Fencana Tata Fuang Kawacan Strategizs loota memuat
ungur dengan tinglat kedetilan grometris sesual dengan Skals

vang ditetaploan,

Paragraf & ...



r

v
-‘l-'\."-
NEFGOLE EEML
- 14 -

Faragraf &

Ketelitian Peta Rencans Detail Tatss Fusng Kabupaten fKota

Pagal 25

Pata Fencana Detail Tata Ruang kabupaten floots

|:'Lg_|:|:| arkan dengan mensgnonaloan:
ziztemn refmrenzi Gecxpasial sebagaimans dimakoud
dalam Pazal 11;

k. Peta Dacar dengan Skala vang ceguai dengan bantang
chjele ata lawasanm dan stz tiagket kepsnsmpan
chjek ata: kxwacan vang digambarian;

c. Umit Pemetasan yang dapat digunalean untik Fencana
Detail Tata Fusng loabupatan fkota; dan

d. Eatalitian musatam rusngy ssebapaimana  dimaboonad
dalam Paszal 132.

Slala yamg pesuai sebagmimena dimaksud pada ayat (1)

huruf b wajib dilonrultacilcan anads Kapals Sadsw

EBagian HKeempat
Hetalitian Para Rencana Tats Fuang

Kavazan Parkotasan dan Kawazan Perdazasn

FParagraf 1

Hatalitian Pata Rencana Tata Fuang Kaomzesn Perlootaan

i1)

Pagal 27

Peta Fencana Tata Fuang EKmwacsn pariootaan yang

merupakan bagian wilayah kabupaten digambarkas

dengan mengsunaican:

a gziztem refmrenzi Ceczpaszial cebagaimans dimakeoud
dalarn Pazal 11;

. Peta Dagar Skala Minimal 1:10.000;

c. Unit Pemetasn yang dapat digunakan unmik Rencans
Tata Fusang Kavacan parkotass: daw

d. HEsiszlitian mu=atar rusng sebagaimana  dimabocuad
dalam Pazal 12.

Dial=rm hal Peta Fencana Tats Fusng Kowesan periootame

yang mencaloup dua atan lebih wilayah kabupscen foots

pada zatu atan lebik wilmyah provinsd digambarkses

dengan mengsanalan:

a ziztem refrrenzi Gecspasial sebagaimans dimaksud
dalam Fagal 11;

k. Peta Diacar Sleala Biinimal 1:50.000;

c. Unit Pemetzan yang dazat digunakan untuk Rencana
Tata Fuang Kaovmsan perfootasn; dan

d. Ketslitian . . .
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d. Katalitisn muatan rusng sebapaimeana  dimaboouad
dalarn Pazal 12,

Pagal 28
Sizremn Pugat Kegiatan pads Peta Rencans Tata Fuang
Hawazan perkotaan harus menuniuldcan dengan j=lacz kota
ti daw kota seldtarnya.

Paragraf 2
Eetelitian Pets Rencana Tata Rusng Kawasan Perderaan

Pagal 29

(1] Pata Fencama Tata Fuang Kawazs: perdesaaw yang
merupakan  bagian wilayah kabupaven digamberkas
dengan mangiminaizan:

& ziztem referenszi Gecspasial sebagmimana dimaksud
dalam Fagal 11;

k. Peta Dagar Skala Minimal 1:10.000;

C. Unit Pemetsan yang dapat digunslesn untulk Tata
Fuang Kawarsw pardecaan; dan

d. E=t=litian muatan rusng sebagaimeana  dimabkeuad
dalam Fagal 12,

(2] Dalam ha! Ptz Eencana Tata Fuang Hawasan perdecames
Fang mencalup dus atsu lebih wilsyah kabuparen pads
zaty atan lebih wilayah provinst digambarkan dengme
mengEnInakoan:

& giztemn referenczi Ceccpasial zebagaimans dimakeoud
dalam Fazal 11;

. Peta Dacar Skeala Minimal 1:50.000;

c. Unit Pemetaan yang dapat digrnalan untuk Fencana
Tata Fuang Kaomacan pardegasa: dan

d. Katalitian muats: rusng zebapaimana  dimabooad
dalam Fagzal 12.

BAB IV

PENGELOLAAIT DATA DAN INFOFRMAS] GEQSPASIAL
PETA FENCANA TATA FUIANG
Pazal 30

(1] Pengelolasn data Pata rencana tata roang dizsususn dalam
giztemn pengelolaan bagic Data Seozpasial.

(2] Pengelolasn sebagaimans= dimalkzud pads =yat (1)
dilaloulcan cejak  pengumpulan dats sampai deagme
terousunnya Peta rencana tats ruang.

(3] Ketentizan . . .
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(3] Hetemtumm lebih lamjut mengenai taza cara pengelolame
datz Peta rencana tata roang diatur demgzam Peraturses
Elepals Eadan,

FPagal 31

Menteri yvang menyelengparalosn urucan pemerintahan di
midang penatasn reang, gubernuar, dan bupas/walikots wajih
menyerakhloan duplikat Peta pencana tats ruany zebapsimans
dimaksud dalam Pacal 4 lcapads Kepala Sadaxn,

BAS W
FELMEMNAAN TEEKNIS
Pagal 32

(1] Badan melalouksn pembinazn telmizs perpetasan dalam
penyusunan rencamna tata ruang yang dilakulan oleh
instangi Pemerintah dan pemerintak dasrah.

(2] Pambinasn sebagaimana dimaksud peada ayac (1]
dilakzamaloan dalam bentulk:
a penerbitan pedoman, standar, dan specifilessi telmiz
zerta cogialicacinya;
pemberian bimbingan, supervig, dan konmultaci;
pemberian pendidiloan dan pelatihan;
perencanaan, penslitian, dan pergembangan; dan
pemantaua: dan evaluaci.

PR

BAB VI
EETENTUAN PENUTLUFR
Pacal 33

Pada zast Peraburan Pemerintah ini mulai berlalou, Peraturan
Pemerintah Momer 10 tabum 2000 tentang Tinghkar Hetelittae
Peza Untuk Fencana Tata Fuang Wilayakh (Lembaran Hegara
Fepubliik Indonezia Tzhun 2000 Nomer 20, Tambahan
Lembaran Nagara Farublilk Indonecia Nomaor 3934) dicabut
dan dinyatakan tidak barlalo

Pagal 34

Peraturan Pemeriztah ind mulai berlakos padas  tanggal
divvadangican.
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Agar zetiap crang mengetahuinya, memerintshkan
pengundangan Peraturan Pemerintan ni dengan
perempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditatapican di Jakarta
padsa tanggal 2 Januar: 2013
PRESIDEN REFUSLIK INDONESIA,

ttd

DR H. 3USILO EAMBANG YUDHOYCNO

Ciundanglkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAX ASASI MANUSIA
REPUSLIK INDONEZSIA,

tzd

AMIR SYAMSUDIN

LEMEARAN NECARA REPUELIK INDCNESIA TAHUN 2013 NOMOR 8

Salinan zezual dengan azlinya
XEMENTERIAN SEXRETARIAT NEGARA
REPUELIX INDONESIA
Agisten Depus Perundang-undangan
Bidang Perskonomian,

Lydia Silvanna Djaman
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Lampiran 3. Berita Acara Validasi Batas Administrasi Desa
di Kecamatan Lumajang

BERITA ACARA
/ VALIDASI PETA BATAS DRFSA
14

g Pada hari ini W tanggal &Y W Wbcnempal di Kanfor Kecamatan

QJ"‘M: "N Kelurahan/Desa V... Kecamatan M A

Kabupaten Lumajang, Provins; Jawa Timur. Kami yang bertanda ngan bawah i
menyatakan  hahwa seluruh  garis batas pada Peta Batas Desa .37 2
Kecamatan X uAme ey« Kabupaten Lumajang adainh benar sesuai Peta Baws Desa i
terkipir yang bertanda tan, n i atau de; e S i 2
: lam wr% gan kami dengan p mbenarnn sebagai berikcut

Demikian  Beritg Acara ini dibuat dengan sel enar-benary
dipergunakas sebagai dasar Penegasan batas desa sec.
daeralw’kepumsa n kepala daerah dan atau peraturan‘ke;
Batas desa,

dan untuk selanjutnya dapat

ara yuridis yaitu berupa peraturan kepala

PuLusan kepala Desa yang dilamp iri Peta
Verifikator:

Nama;  ( Adis Pn
Ditetapkan dj Lumajang, 3 =
Pada tangeal QQMM 2 ﬁ_\‘

l Nama: ‘Num::

Jabatan: v | Jabatun:

Keterangan:
-Kolom 1; Desayang bcrkcpcntingan
-Kolom 25.d 6: Desa yang berbatasan dengan desa yang berkepentingan
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BERITA ACARA
VALIDASI PETA BATAS DFSA

Pada hari ini . Jumal,. tangga! “Nb,m“ﬂ"m“' bertempat di Kantor Kecamatan
Kelwrahan/Desa B@Gﬁ'&hu .......... Kecamatan

Kabupaten Tumajan 2. Provinsi

Jawa Timur, Kami yang bertanda tangan di bawah ini
menyatakan  bahwa seluruh guris batas pada Peta Bats Desa ..Qopjacwarg..
Kecamatan .| N\Cyﬁﬁ ........ Kabupaten Lumajang adawh benar sesual Peta Batus

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan schenar-b
dipergunakasy sebagai dasar penegasan b
daerabvkeputusan kepala dacrah dan
Batas desa.

cnarnye  dan untuk sehnjutnya  dapar
atas desa secara yuridis yaitu berupa peraturan kepala
atau peratrankeputusan kepala Desa yang dilamp iri Peta

Verifikator:

Nama: a P,, g
Ditetapkan di Lumajang, :
Pada tangeal UN&V«A&)}Q{[\L 1S w‘\

[T Desa ]

Nama: Nama; Nama: Numa: Namu: Numa:
AT pan ‘

Jduhatan: Jubatan: Jnbaten: Jatwtan: b tan: v | Jabatan:
LT e l } ! !
Keterangan:

-Kolom I: Desayang berkepertingan
-Kolom 2 5.d 6: Desa yang berbatasan dengan desa yang berkepentingan
n
5
0
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BERITA ACARA
VALIDASI PETA BATAS DFSA

Pagda hari ini ﬂ“/’w bertempat di Kapior Kecamatan
- XM .. Kecamatan . X &
Kabupaten Tumajang, Provinsi Jawa Timur. Kami yang bertanda tangan di bawah ini

menyatakan bahwa selruh garis batas pada Peta Batas Desa ... Wkﬂ‘n ............
Kecarmatan | Wi Wb ..... Kabupaten Lumajang adainh benar sesuai Peta Batas Desa
bertas

terfympir yang ta) kami agau dengan pembenahan sebagai berikut :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan scbenar-benarnya  dan wntuk selanjutnya  dapat
dipergimakan sebagai dasar penegasan batas desa secara yuridis yaitu berupa peraturan kepala

daerahkeputusan kepala daerah dan atay peraturankeputusan kepala Desa yang dilamp iri Peta
Batas desa.

Verifikator:

Ditetapkan di Lumajang, i (W‘d)‘% :F

Pada tanggal QQW 200 Ted: % ;

T. Desa 2. Desa 3. Desa 4. Desa |5 Desa 6. Desa

[Ui-l\’h/w‘mm: ; Y Nama: Tt pgona: Nama: Numa: -
Jabatan: .mf:&a z J-hmnzwf Jabatan: Jahatan: » | Jabatan:
SEDE | vrg ot i

Keterangan:
-Kolom 1: Desa yang berkepentingan
-Kolom 2 5.d 6: Desa yang berbatasan dengan desa yang berkepentingan
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2 BERITA ACARA
VALIDASI PETA BATAS DFSA

Pada hari ini ... tanggal ma‘s‘.mhcnempat di Kantor Kecamatan
% (e - Kehrahan/Desa ....tnS . Kecamatan Bﬁm N
Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Kami yang bertanda tangah di bawah ini
menyatakan seluruh garis batas pada Peta Batas Desa %‘h’

Y. Kabupaten Lumajang adaih benar sesuai Peta Batas Desa
kami atau dengan pembenghan sebagai berkut :
Waon :

Kecamatan .

T ey

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benamya dan untuk selanjutnya  dapat
dipergwnakan sebagai dasar penegasan batas desa secara yuridis Yyaitu berupa peraturan kepala
daerahvkeputusan kepala daerah dan atau peraturankeputusan kepala Desa yang dilamp iri Peta

Batas desa. Verifikatog:

Nama: 1a
Ditetapkan di Lumajang. ?%
Pada tangeal 9.9 Sledybet Qa1% U ﬁp\_

[T Desa 2 Desa 3. Desa 4 Desa [ 5 Desa 6. Desa

L T

R\ | oA

s
¢ / Ny m, m[' Nama: Nama: Namas N
Emn)d“[w MR Mot WS Guunanin, 48un kah
Jnbatan: Jubstaps | Jabatan: Jabucan; Fabtans v | Jabatan
Ko topupt| SEEDET | ot pran
Keterangan:
-Kolom 1: Desa yang berkepentingan
~Kolom 2 5.d 6: Desa yang berbatasan dengan desa yang berkepentingan




BERITA ACARA
VALIDASI PETA BATAS PFSA

ada hari ini [)V"'"“‘" ranggal&g.. m‘ﬁw bertempat di Kangor Kecamatan
., Kehrahan/Desa %}?l’lww Kecamatan ..

Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Kami yang bertanda tany di bawah ini

menyatakan _bhahwa  Seluruh  garis batas pada Peta Batas Desa .(Ad %WW

Kecamatan YA\ 4 IM'% Kabupaten Lumajang adaiah benar sesuai Peta Batas Desa
berta

wr%&ng a tangan kami atau dengan p%bemhan sebagai berikut :

Demikian Beriia Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya  dan wntuk selanjunya  dapar
dipergunakan sebagai dasar pencgasan batas desa secara yuridis yaitu berupa peraturan kepala

daerahkeputusan kepala daerah dan atay Peraturankeputusan kepala Desa yang dilamp iri Peta
Raras desa. Verifikator:

: ; Nama; AMMnm>9 ng\da& T
Ditetapkan di Lumajang,
P:xld:{;nggal MJ&M& am,é e d{ﬂ’%% ¢

Nama: b-’ N.m.;ﬂm ;(ﬂmn: Yf\m.’t‘v‘:«i thy'.m.:

Jubatan: Jabatan: Jabutan; | Jabatan: * | Jabatan: 1

Wi o Bern | Rour Fiomy.

Keterangan:
-Kolom 1: Desaysng berkepertingan
“Kolom 2.5.4 6 Desa yang berbatasan dengan desa yang berkepentingan
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g BERITA ACARA
VALIDASI PETA BATAS RFSA

AT - Kelurahan/Desa STy Kecamatan ., edng..
Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, Kami yang bertanda tangan di bawah ini
menyatakan  bahwa  seluruh garis batas pada Peta Batas Desa .

Pada bari_ini .2 tanggal %..wmmnen\pat di Kanﬁr Kecamatan

Kecamatan NAXINA ... Kabupaten Lumajang adaih benar sesuai Peta Baws Desa
terlypir yang bertanda tangan kami atau dengan pembenahan sebagai berikut

Demikian Berita Acara ini - dibuat dengan ,sebcnar-benamya dan untuk selnjutnya  dapat
dipergumakas sebagai dasar penegasan batas desa secara yuridis Yaitu berupa peraturan kepala
daerahkeputusan kepala daerah dan atan peraturan’keputusan kepala Desa yang dilamp iri Peta

Batas desa. Verifikstor:

Ditetapkan di Lumajang. »
Pad ancent . SRS, 2L " Waeyng

Dengie, »

Nama! ) st [:’i‘Rﬁ/Af"‘é' %%u m Naria: ‘ Nama:
dabatan ‘H{a] Jubatan: Jnbatan: Jabutan; | daharans v | Tabatan:

SeveC

Keterangan:
-Kolom 1: Desayang berkepentingan
-Kolom 2 5.d 6: Desa yang berbatasan dengan desa yang berkepentingan



2 BERITA ACARA
VALIDASI PETA BATAS BFSA

da hari ini W tanggal W..mecmmpat di Kanjgr Kecamatan

A (Q“‘% i Kclurahan/Desa‘%. " Kecamatan .. YAMsyamdt. ..

Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur.  Kami yang bertanda tangan di bawah ini

menyatakan bahwa 5elumh garis batas pada Peta Batas Desa .. [ ALK

Kecamatan ., ... Kabupaten Lumajang adaiah benar sesuai Peta Batas Desa

a tangan kami atau den
X A

Demikian Beria Acara ini dibuat dengan sebenar-benars ya dan untuk  selanjutnya dapat
dipergunakan sebagai dasar penegasan batas desa secara yuridis Yaitu berupa peraturan kepala

daerahkeputusan kepala daerah dan atau peraturankeputusan kepala Desa yang dilampiri Peta
Batas desa.

Verifikator:

Nama: P fquﬁp
Ditetapkan di Lumajan A
Pada tanggal 39&“'&’4" QL UL 7/1'1,

Jdabatan: Jabatan: Jabatan: Jabatan: Jatgfan: v Jabatan:
] Selk,* 817«4:{ Ubor Pre :

Keterangan:
-Kolom 1: Desayang berkepentingan
-Kolom 2 5.d 6: Desa yang berbatasan dengan desa yang berkepentingan
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BERITA ACARA
VALIDASI PETA BATAS BFSA

Pada hari ini %\’W\l“" tangeal 38 Ok

r Kecamatan

Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Kami yang bertanda tangan di bawah ini
menyatakan by sgluuh gars batas pada Peta Batas Desa ?ﬂﬁtﬂ'ﬂlw
Kecamatan .. (v 9"& Kabupaten Lumajang adaiah benar sesuai Peta Batas Desa
terampir yang bertanda tangan kami atau dq

ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk sehnjutya  dapat
dipergunakaa scbagai dasar penegasan batas desa secara wuridis yaitu berupa peraturan kepala

daerah/keputusan kepala daerah dan atau peraturankeputusan kepak Desa yang dilamp iri Peta
Batas desa.

Demikian Berita Acara

Verifikator:
Nama: Yy
2 2
Ditetapkan di Lumajang, 3 Q’Mﬂ W
Pad tanggal ”&M(}, 26k Ted: 4

Snen | deao:

i
2 1

Jabatan: /| Jabutan:

Nama: L | Nama: :\'.m-:fm7 Nama: Nama: Nama.
Jabatan; Jabatan: Jabatan: . Jabatan:

Ve
Keterangan:

-Kolom 1: Desayang berkepentingan

7

-Kolom 2 5.d 6: Desa yang berbatasan dengan desa yang berkepentingan



BERITA ACARA
. VALIDASI PETA BATAS BFSA

g'.qmbcnempat. di Kantor Keca

amatan
- Kelrahan/Desa M.... Kecamatan

Kabupaten Lumajang, Provinsj Jawa

ami yang bertanda tangan di bawah inj
menyatakan ahwa( seluruh  garis  batas pada Peta Batas Desa MIIMN........
Kecamatan iy “‘6 Kabupaten Lumajang adaiah benar sesuai Peta Balas Desa
terlag

fangan kami atay dengan
@les Wz g

embenahan scbagai berikut :

dibuat dengan scbenar-he

dipergunakas sebagai dasar pencgasan batas desa s

narnya  dan untuk selanjutnya dapat

secara yuridis yaity berupa peraturan kepala
daeralvkeputusan kepala daerah dan atay peraturankeputusan kepala Desa yang dilamp iri Peta
Batas desa. Verifikator:

Nama;
Ditetapkan dj Lumajang,

eyed F
Pada tanggal &gmw P W

| dubatan:

Jabatan: .

|
=i,

Keterangan:
-Kolom 1: Desa yang hel‘kcpcmingan

-Kolom 2 5.d 6 Desa yang berbatasan dengan desa yang berkepentingan
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-

BERITA ACARA
VALIDASI PETA BATAS DESA

Pada hari ini W tanggal 28 Oleasbh 9610
5 e“""b Kelurahan/Desa .. L& Kecamatan . (u/hnge- =l
Kabupaten™ Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Kami yang bertanda tangan di bawah ini
menyatekan bahwa selruh garis batas pada Peta Batzs Desa \zu\aulwzzp .........
Kecamatan . ”‘b Kabupaten Lumajang adaiah benar sesuai Peta Batas Desa

terlampir yang bertanda tangan i atau dengan
1 [STYTAN M, .............

bertempat di Kantor Kecamatan

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya  dan untuk sehnjutnya  dapat
dipergunakan sebagai dasar penegasan batas desa se

secara yuridis yaitu berupa peraturan kepala
daerahkeputusan kepala daerah dan atau peratran‘keputusan kepala Desa yang dilamp iri Peta
Batas desa,

Verifikator:

Nara:
Ditetapkan di Lumajang. > 7 ?fu\(&p
Pada tanggal 29 Cubobed sqn, H 7/2\—\:

N | butenazen

.
Nama: w% Nama; Nama: Nama: Nama: INum': B
(4
Jdabatan: Jabatan: Jabatan: Jabwtan: Jabatan: . Jahatan:
Keterangan:

-Kolom 1: Desayang berkepentingan
-Kolom 2 5.d 6: Desa yang berbatasan dengan desa yang berkepentingan
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BERITA ACARA
VALIDASI PETA BATAS DFSA

Pada hari mrw tanggal ﬂowl)’ 0k tertempat di Kantor ch‘anman
.., Kehrahan/Desa . Kecamatan

Kabupateh Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Kami yang bertanda tangan di bawah ini

menyatakan  bahwa seluuh  garis batas pada Peta Batas Desa LM\'V‘-(/LV"
Kecamatan . M o0va . Kabupaten Lumajang adaiah benar sesuai Peta Batas Desa
mn@ kami atau dengan pembenahan sebagai berikut :

Lcrla%y\a}f/ he@ﬂnda

Demikian Berita Acara ini dibvat dengan sebenar-b
dipergimakas
daerahkeput
Batas desa.

dan untuk  selanjutny
1 sebagai dasar penegasan batas desa secara yurdis yaitu berupa pe;
usan kepala daerah dan atau peraturankeputusan kepala Desa yang

dapat
raturan kepala
diampiri Peta

oS v

Verifikator:

Nana: MW

T ﬂ{m

Ditetapkan di Lumajang,

Pada tanggal JBM@ w

. Desa |5 Desa 6. Desa
Lostehvan| RO ol
/‘ & ﬂ

Nama: ama: Nama: « Nama: 1127—( Numa: Nama: £

Jhiron Nﬂ Miﬁ\ o |

Jnbatan: dubptany Jubatan: Jnbatan: Jabutan: + | Jabutan:

huor Po~ ‘;{‘a Cley £ -

Keterangan:

~Kolom 1: Desayang berkepentingan

~Kolom 25.d 6 Desa yang berbatasan dengan desa yang

berkepentingan
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5 BERITA ACARA

VALIDASI PETA BATAS DESA
Pada hari ini S
W. Kelrahan/Desa

Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Kami yang bertanda tangan di bawah in
menyatakan  bahwa seluruh garis batas pada Peta Batas Desa | (v,
Kecamatan ., i Kabupaten Lumajang adaiah benar sesuai Peta Batas Desa

Demikian Berita  Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya  dan wituk sehnjutnya  dapat
dipergunakan scbagai dasar penegasan batas desa secara yuridis yaitu berupa peraturan kepala
daerahvkeputusan kepala daerah dan atay peraturankeputusan kepala Desa yang dilamp iri Peta

Batas desa. Verifikator:

Nama: Qn 'b'\> Pm lea >
Ditetapkan di Lumajang, =
Pada tangal . 2.9, Sletrboh, SaL T 72‘1

1. Desa
&
Nama: Nama: Nama: Nama: Nama:
MSHEUC Ry 0P | Goureccingy Ha
Jabrtan: Jubatan: Jabatan: Jabatan: Jabatan; . Jabatan:
lace Yo §ERE [Faur,
Keterangan:

-Kalom I: Desayang berkepertingan
-Kolom 2 5.d 6: Desa yang berbatasan dengan desa yang berkepentingan

4]
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* BERITA ACARA
VALIDASI PETA BATAS DFSA

Pada hari ini <Ju¥v4
s Kelurahan/Desa T8 z
Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Kami yang bertanda ta di bar int
menyatakan hahwa seluruh garis batas pada Peta Batas Desa .
Kecamatan v vy Kabupaten Lumajang adaiah benar sesuai Peta Batas Desa

terlampir yang bertanda n kagmi atau dengan pembenal sebagai berikut :

Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk selnjunya  dapat
dipergunakan sebagai dasar penegasan batas desa secara yuridis yaitu berupa peraturan kepala
daeralvkeputusan kepala daerah dan atau peraturankeputusan kepala Desa yang dilamp iri Peta
Batas desa, Verifikator:

S Mo Legye; 5
Ditetapkan di Lumajang. vD’ T

Pada tanggal 3. ClibLh 90t Ui O/W\

Demikian

A

Nama: Nama: Naglh: (—( Nama: Namu: Namu:

RCETOP | o oyt C Polhind

Jabatan: Jabatan: Jabatan: Jabatan: Jahutan: . Jabatau:
S Qo | g

Keterangan:

-Kolom 1: Desayang berkepentingan
-Kolom 2 5.d 6: Desa yang berbatasan dengan desa yang berkepentingan
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“ Halaman ini sengaja dikosongkan”
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